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Jiwaku menasehatiku dan mengajariku agar melihat kecantikan
yang ada dibalik bentuk dan warna

Jiwaku memintaku untuk menatap semua yang buruk dengan tabah
sampai nampakiah keelokannya

Jiwaku menasehatiku dan menegurku agar menghargai waktu dengan
mengatakan " ada hari kemarin dan ada hari esok"

Jiwaku menasehatiku dan memintaku

Agar tidak merasa mulia karena pujian

Dan agar tidak disusahkan oleh ketakutan karena cacian
Sampai hari ini aku ragu akan hampir semua langkahku

Tapi sekarang aku belajar

Bahwa pohon berbunga di musim semi

dan berbuah di musim panas

dan menggugurkan daun-daunnya di musim gugur

untuk menjadi benar-benar telanjang di musim dingin

Tanpa merasa mulia dan tanpa ketakutan atau malu

Jiwaku menasehatiku dan meyakinkanku

Bahwa aku tak lebih tinggi ketimbang cebol

ataupun tak lebih rendah dari raksasa

Sebelumnya aku melihat manusia ada dua

Satu, Seorang yang lemah yang kucaci dan kukasihani

Dua, Seorang yang kuat yang kuikuti

maupun yang kulawan dengan pemberontakan

Tapi sekarang aku tahu bahwa aku bahkan dibentuk oleh tanah
yang sama dari mana semua manusia diciptakan

Jiwaku menasehatiku dan mengingatkanku

Bahwa aku adalah debu dimata-Nya

Bahwa aku adalah lemah dimata-Nya

Bahwa aku miskin dibanding kerajaan-Nya

Tiada aku boleh merasa besar kecuali oleh-Nya

Kesombongan ifu hanya milik-Nya

Dan semua yang berlangsung adalah iradat-Nya

Tapi pernahkan kita pernah sungguh-sungguh memikirkannya ?
Jiwaku menasehatiku, Saudaraku, dan menerangiku

Dan seringkali jiwamu menasehati dan menerangimu

Karena engkau sama seperti diriku, dan tiada beda diantara kita
Kujaga apa yang kukatakan dalam diriku ini dalam kata-kata
yang kudengar dalam heningku

Dan engkau sahabatku jagalah apa yang ada dalam dirimu, dan
engkau adalah penjaga yang sama baiknya seperti banyak kukatakan ini
Wahai sahabatku semoga sisa hidupmu

menjadi hidup yang penuh arti dan bermanfaat

dan pintu hatimu terbuka untuk menerima cahaya-Nya

Love comes to those who believe it
So . Don't give up on your faith and your commitment
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KATA PENGANTAR

Dengan asma Allah Yang Maha Pengasih Maha Penyayang

Segala Puji bagi Allah penguasa seluruh alam. Salawat dan salam tercurah
atas pemimpin para nabi serta pilihan dari semua makhluk Allah, junjungan kita
Nabi Muhammad SAW yang telah diutus sebagai rahmat untuk seluruh alam.
Salawat dan salam juga semoga tercurah kepada keluarga dan para sahabatnya,
bintang-bintang yang menerangi kegelapan serta matahari ilmu pengetahuan.

Syukur Alhamdulillah skripsi yang mengambil judul Bentuk Usaha Bersama
Asuransi Jiwa Pada Perusahaan Bumiputera 1912 (Bumiputera 1912 Mutual Life
Insurance Company) ini telah saya selesaikan dengan baik. Walaupun banyak
kendala pada konstruksi yuridis mengenai bentuk usaha bersama at;lu mutual ini,
tetapi dengan didasarkan pada historical approach dan peraturan perundang-
undangan yang terkait dengan bentuk mutual ini, maka sangat berpandangan
sempit jika bentuk badan hukum hanya didasarkan pada peraturan perundang-
undangan. Karena peraturan yang terkait dengan mutual ini belum ada yang
secara khusus mengatur, maka dalam penulisan skripsi ini saya mencoba
melakukan penelitian tentang badan hukum itu sendiri dengan menganalogikan
bentuk mutual ini dengan bentuk badan hukum lainnya yang ada di Indonesia
serta didasarkan pada doktrin dari badan hukum itu sendiri.

Semoga dengan sumbang asih penulisan skripsi ini diharapkan dapat

bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum badan usaha di bidang asuransi jiwa.
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Suatu anugerah dari Allah SWT yang memberikan kesempatan kepada saya

untuk menyampaikan terima kasih kepada :
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Allah SWT yang telah memberikan kemudahan dan limpahan nikmat,
rahmat serta hidayah yang berlimpah kepada penulis.

Kedua orang tuaku, yang selalu terus mendoakan dan memberikan
bimbingan hidup yang berharga.

Saudara dan keluarga besarku yang selalu memberikan lebih dari yang
saya harapkan.

Bapak L. Budi Kagramanto, S.H., M.H., M.M. motivator dan pembimbing
saya. Makasih atas bimbingan, saran dan kritikannya.

Bapak H. Samzari Boentoro, S.H. selaku ketua tim penguji serta Bapak
Agus Widyantoro, S.H., M.H., Tbu Wuri Adrijani, S.H., M.Hum. dan Ibu
Zahry Vandawati, S.H., M.H. selaku tim penguji. Makasih atas kritikannya
yang membuat skripsi saya lebih berharga.

Bapak Agus Sekarmadji, S.H., M.H. selaku dosen wali. Makasih atas
nasihat dan bimbingannya. Serta seluruh dosen Fakultas Hukum, Staf dan
karyawan Fakultas Hukum yang banyak membantu saya.

Kepala Divisi Departeman Hukum AJB Bumiputera 1912 beserta
Pimpinan dan Senior Manager AJB Bumiputera 1912 cabang Semarang,
Surabaya dan Jakarta Pusat. Terima kasith atas kesempatan magang,
wawancara dan bantuan data-data perusahaan yang mendukung

terselesainya skripsi saya.
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argumen. Makasih juga atas pinjaman buku-bukunya.
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beserta anak-anak ARCA, UKMKI, SKI FH. Makasih atas doanya wabhai
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BAB |

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Bentuk usaha bersama yang berasal dari istilah bahasa Belanda onderling atau
dalam bahasa Inggrisnya adalah murual, yang banyak berkembang di negara-
negara common law, menimbulkan kendala yuridis tersendiri jika diterapkan di
Indonesia. Hal itu terjadi karena peraturan perundang-undangan yang mengatur
tentang usaha bersama atau mutual secara lengkap dan terperinci juga belum ada.
Selama ini bentuk usaha bersama yang dikembangkan di Indonesia juga masih
jarang, kalaupun ada hal itu juga tidak sesuai dengan konsep usaha bersama secara
benar, dapat dikatakan bahwa bentuk usaha bersama yang ada di Indonesia saat ini
masih mengalami kerancuan dan tidak konsisten menjalankan konsep usaha
bersama secara benar, sesuai dengan konsep mutual itu sendiri.

Bentuk usaha bersama atau onderling di negeri Belanda, menurut sejarahnya
diakui sebagai badan hukum atau badan yang dapat bertindak sendiri secara
hukum sesuai dengan ketentuan yang ada dalam NBW (Nederland Burgerlijk
Wetboek) Pasal 1690 dan 1691.' Sedangkan di Indonesia bentuk usaha bersama
secara khusus tidak dikenal, tetapi dalam hukum adat Indonesia pada umumnya
memberikan tempat bagi praktik gotong royong yang menjadi bagian dari

kehidupan masyarakat. Praktik usaha bersama tersebut dikaitkan dengan kegiatan

| Bumipatera 1912 Menyongsong Abad 21, Mardi Mulyo, Jakarta, 1992, hal 81.

1
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usaha di bidang usaha tertentu.” Dalam hal ini di Indonesia adalah kegiatan usaha
dalam bidang perasuransian sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Undang-
undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian yang diatur dalam
ketentuan Pasal 7 ayat 1 huruf d tertulis bahwa usaha perasuransian hanya dapat
dilakukan oleh badan hukum yang berbentuk usaha bersama (mutual) salah
satunya, sedangkan bentuk usaha bersama dalam bidang usaha lainnya masth
belum ada, kebanyakan bentuk badan usaha di Indonesia berbentuk badan hukum
perseroan terbatas yang diatur secara khusus dalam Undang-undang Nomor 1
Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.

Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912 sebagai perusahaan asuransi
jiwa pertama dan tertua di Indonesia yang menggunakan bentuk usaha bersama
dalam menjalankan usahanya.3 Pilihan bentuk usaha bersama ini tidak lepas dari
peranan sejarah, terutama di pengaruhi oleh Pemerintahan Kolonial Hindia
Belanda. Hal ini yang menjadikan beberapa tokoh-tokoh Budi Utomo yang terdiri
atas Mas Ngabehi Dwidjosoewojo, MKH Soebroto dan M. Adimidjojo
berkeinginan untuk membentuk suatu usaha perasuransian dalam bentuk mutual
Bentuk usaha bersama AJB Bumiputera 1912 dalam praktiknya lebih pada

mempertahankan bentuk usaha tersebut, dengan tetap menggunakan Pasal 246-

? bid, hal 81-82.

? Ibid, hal 5. Hal ini juga sesuai dengan pernyataan menurut R. Mashudi dan Chidir Ali dalam
bukunya yang berjudul tentang Hukum Asuransi, Mandar Maju, Bandung, 1995, hal. 9-10 bahwa
hanya AJB Bumiputera 1912 saja yang menggunakan bentuk usaha bersama (mutual) tersebut di

Indonesia.
* Berdasar pada Sejarah AJB Bumiputera 1912 yang tercantum dalam Mukodimah Anggaran

Dasar AJB Bumiputera 1912, Ketiga tokoh Budi Utomo tersebut merupakan pendiri dan
pemegang polis pertama AJB Bumiputera 1912.
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L2

308 KUHD dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan
penyelenggaraan asuransi jiwa.’

Memang tidak dapat dipungkiri bahwa bentuk usaha bersama atau Mutual ini
asal mulanva adalah dari Eropa. Banyak Negara-negara Eropa saat itu
menggunakan bentuk usaha bersama sebagai bentuk usahanya terutama dalam
bidang perasuransian. Jarang sekali bentuk usaha bersama ini bergerak selain pada
bidang asuransi. Menurut sejarahnya ciri-ciri utama usaha bersama (mutual)
dalam bidang asuransi jiwa adalah:

1. Besarnya premi yang harus dibayar tidak tetap. Dalam perkembangannya
di kemudian hari, premi tidak tetap ini juga digunakan oleh perusahaan
yang berbentuk lain dari usaha bersama.

Usaha bersama tidak memeriukan modal. Hal inilah yang membedakan

bentuk usaha bersama dengan Perseroan Terbatas (PT).

3. Pada dasarnya, usaha bersama tidak mengejar laba. Kalaupun ada surplus
dari hasil usahanya, maka surplus itu dibagikan kepada para anggotanya.

4. Asuransi dengan bentuk usaha bersama bersandar pada asas risiko murni,
sedangkan bentuk PT dengan premi tetapnya dapat menerapkan asas risiko
spekulatif, jadi ada unsur laba yang diharapkan dari modal yang
ditanamkan .

5. Dalam usaha bersama risiko dipikul oleh para anggota sebagai pemilik
perusahaan, sedangkan pada perseroan terbatas perusahaan yang
menanggung risikonya”

[

a.d.1. Besarnya premi yang dibayarkan tidak tetap

Pada awalnya pembayaran premi asuransi pada bentuk usaha bersama adalah
tidak tetap, karena pembayaran premi tergantung dari kesepakatan bersama dan
perjanjian yang dibuat adalah merupakan perjanjian yang terbuka. Maksudnya
adalah masing-masing pihak boleh dan bebas membuat kesepakatan tersendiri

tentang besarnya premi yang dibayarkan. Sesuai dengan pasal 1338 BW tentang

S Perihal tentang landasan hukum perusahaan dan operasional perusahaan AJB Bumiputera
1912 akan dijelaskan lebih lanjut dalam Bab Il dan IIL
® Van. Inleiding tot de Assrentiekennis, Martinus Ni jhoff, S-Gravenharge, 1951, hal.81-82.
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kebebasan berkontrak dimana tiap pihak atau seseorang bebas membuat suatu
perjanjian sepanjang tidak menyalahi undang-undang, kesusilaan maupun
ketertiban umum, sesuai yang tercantum dalam pasal 1337 BW. Suatu perjanjian
juga dilandasi dengan rasa itikad baik sesuai dengan pasal 1338 ayat 3 BW.
Sampai dengan tahun 1954 polis AJB Bumiputera 1912 mencantumkan beberapa
pasal penting dari anggaran rumah tangga sebagai syarat-syarat umum polis yang
harus ditaati yaitu anggaran rumah tangga yang sudah diubah oleh raapat umum
anggota tahun 1941, setelah tahun 1954 polis AJB Bumiputera 1912 dilengkapi
dengan syarat umum polis yang dirancang secara khusus dan terpisah dari
anggaran dasar maupun anggaran rumah tangga perusahaan. Dengan demikian
AJB Bumiputera 1912 mulai menerapkan azas kontrak tertutup (Closed Contract)
atau seringkali disebut dengan perjanjian baku yang dibuat dan ditetapkan
perusahaan, mengingat tuntutan perkembangan zaman.” Maksud dari perjanjian
tertutup ini adalah bahwa segala ketetapan dan peraturan mengenai syarat-syarat
umum maupun khusus polis dibuat oleh pihak perusahaan bukan lagi berdasarkan
kesepakatan antara perusahaan dengan nasabahnya seperti pada tahun
sebelumnya. Konsekuensi dari adanya perjanjian tertutup tersebut adalah besarnya
premi yang dibayarkan menjadi tetap.”
A.d.2. Tidak memerlukan modal awal

Seperti yang telah dijelaskan pada paragraf awal penulisan ini bahwa

berdirinya AJB Bumiputera 1912 adalah tanpa modal awal. Modal perusahaan

7 thid, hal 89.
STetap dalam hal ini adalah sesuai dengan syarat umum dan syarat khusus polis dengan
menggunakan tabel pembayaran premi.
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didapat dari pembayaran premi oleh pendiri sekaligus menjadi anggota asuransi
dan beberapa nasabah yang tertarik pada bidang jasa asuransi tersebut, dengan
ketentuan bahwa jika terjadi peristiwa tidak pasti atau adanya pembayaran klaim
(ganti rugi) sebelum melewati masa tiga tahun maka vang pertanggungan yang
dibayarkan adalah sebesar jumlah uang premi yang dibayarkan. Ketentuan ini
diberlakukan oleh perusahaan mengingat AJB Bumiputera 1912 tidak memiliki
modal awal untuk menjalankan perusahaan dan pada awal berdirinya AJB
Bumiputera 1912 juga mengalami kesulitan keuangan. Tetapi walaupun begitu
para pendiri tetap bertekad baja untuk memajukan dan mencapai visi yang
diemban yaitu memanjukan perekonomian bangsa Indonesia melalui asuransi.
Ad.3. Tidak mengejar laba atau keuntungan

AJB Bumiputera 1912 adalah perusahaan yang berbentuk usaha bersama
yang non profit orientied maksudnya adalah bahwa perusahaan tersebut walaupun
menjalankan kegiatan yang bersifat bisnis atau komersil tetapi kegiatan tersebut
semata-mata adalah untuk kesejahteraan anggotanya dan untuk memperlancar
operasional perusahaan, dengan menempatkan /mengutamakan kepentingan para
anggotanya. Kalaupun diperoleh laba atau mengalami surplus maka laba tersebut
akan dibagikan secara merata kepada para anggotanya (nasabahnya).
Ad.4. Penggunaan azas risiko murni

Penggunaan azas risiko murni ini maksudnya adalah bahwa pembayaran premi
vang dilakukan oleh para nasabahnya tersebut didasarkan pada risiko yang terjadi,
bukan pada kepentingan untuk mencari laba dari modal yang ditanamkan oleh

para nasabahnya. Hal inilah yang membedakan dengan azas risiko spekulatif pada
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bentuk perseroan terbatas, yang mengharapkan laba dari modal yang ditanamkan
oleh nasabahnya.
Ad. 5. Risiko ada pada para peserta sebagai pemilik perusahaan

Maksud ketentuan ini adalah bahwa bentuk usaha bersama menempatkan
kedudukan anggota pada level tertinggi. Para anggota (nasabah) adalah sebagai
pemegang polis yang merupakan sebagai pemilik perusahaan. Karena dengan
adanya pembayaran premi yang dibuktikan dengan adanya polis asuransi maka
berarti nasabah ikut andil dalam kemajuan perusahaan.” Dari kelima ciri dari
bentuk usaha bersama dalam bidang asuransi diatas dapat dikemukakan bahwa
bentuk usaha bersama tersebut memliki kemiripan dengan bentuk usaha koperasi
yang mengutamakan kepentingan anggotanya diatas kepentingan lainnya. Dimana
rapat anggota merupakan kekuasaan tertinggi dalam tata kehidupan koperasi
sesuai dengan pasal 20 ayat | Undang-undang No 25 Tahun 1992 tentang
Perkoperasian.'’

Pada mulanya Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 hanya ditujukan
untuk kalangan tertentu, boleh dikata anggotanya adalah khusus guru-guru Hindia
Belanda atau dikenal dengan PGHB (Persatuan Guru Hindia Belanda) sampai
pada akhirnya perusahaan ini juga tidak menutup kemungkinan untuk anggota
dari luar guru-guru Hindia Belanda karena adanya faktor modal usaha.' Merujuk

pada ciri-ciri utama dari usaha bersama tadi dikaitkan dengan praktik dari AJB

% Pemegang polis dalam bentuk usaha bersama seperti layaknya pemegang saham pada bentuk
Perseroan Terbatas.

10 Badan Perwakilan Anggota (BPA) dalam bentuk usaha bersama merupakan organ tertinggi

" Bumiputera 1912 Menyongsong Abad 21, op.cit, hal 82-83.
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Bumiputera 1912 sekarang ini adalah sangat unik dan menarik jika dapat

dikembangkan dan diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri.

1.2. Rumusan Masalah
Sesuai dengan latar belakang masalah dalam ketentuan diatas maka timbul

permasalahan hukum, diantaranya :

1. Apakah bentuk usaha bersama alau mutual di bidang asuransi yang ada di
Indonesia saat ini dapat diakui sebagai suatu bentuk usaha yang berbadan
hukum ?

2. Landasan hukum apa yang dipakai dalam menjalankan perusahaan usaha
bersama asuransi jiwa di Indonesia yang ada saat ini, sehubungan dengan
penyelenggaraan AJB Bumiputera 1912 sebagai perusahaan asuransi jiwa
yang berbentuk usaha bersama, mengingat peraturan perundang-undangan

masih belum ada yang mengatur secara khusus ?

1.3. Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan skripsi ini dibagi dalam dua tujuan yaitu tujuan umum
adalah untuk memberikan sumbangan pemikiran keilmuan hukum, sehingga
diharapkan dapat membantu semua pihak yang sedang mempelajart dan
memperdalam kajian bidang hukum asuransi dan hukum badan usaha. Sedangkan
tujuan khususnya adalah sebagai berikut :
1. Memberikan kejelasan tentang bentuk usaha bersama (mutual) asuransi jiwa

sebagai badan usaha yang berbentuk badan hukum, mengingat belum adanya
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peraturan perundang-undangan yang mengatur secara lengkap dan terperinci
mengenai bentuk usaha tersebut.

2. Mengetahui landasan hukum apa yang dipakai suatu perusahaan yang
berbentuk usaha bersama yang ada saat ini, terutama perusahaan Asuransi
Jiwa Bersama Bumiputera 1912 yang mana dalam hal ini adalah sebagai studi

kasus dalam penulisan hukum saya.

1.4. Penjelasan judul
Skripsi ini berjudul “Bentuk Usaha Bersama Asuransi Jiwa Pada Perusahaan
Bumiputera 1912 (Bumiputera 1912 Mutual Life Insurance Company)”.
[stilah bentuk usaha bersama atau dalam Bahasa Belanda dikenal dengan
onderling atau dalam Bahasa Inggris dikenal dengan nama mutual adalah
suatu bentuk usaha yang didirikan oleh suatu perkumpulan orang yang
memiliki kepentingan bersama, kehendak bersama, tujuan bersama dan
adanva kerja sama atau gotong royong.'” Dalam hal ini kerja sama yang
dilakukan adalah pada bidang asuransi jiwa dengan tujuan untuk
menscjahterakan dan mengembangkan perekonomian bangsa Indonesia.
Usaha bersama yang dikaitkan dengan kegiatan usaha di bidang usaha
perasuransian khususnya asuransi jiwa bersama pada perusahaan Bumiputera
1912, yang mana AJB Bumiputera 1912 di sini merupakan sebagai pihak

penanggung asuransi jiwa, karena pada penulisan skripsi ini bentuk usaha

2 Chidir Ali, Badan Hukum, Cet. ke-2, Alumni, Bandung, 1999, hal 131.
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bersama bumiputera 1912 sebagai perusahaaan asuransi jiwa satu-satunya
yang menerapkan konsep bentuk usaha bersama di Indonesia. "

Sedangkan asuransi jiwa merupakan bagian dari asuransi atau
pertanggungan atau verzekering sesuai dengan Pasal 246 KUHD. Disebutkan
bahwa asuransi adalah suatu perjanjian, dengan mana seseorang penaggung
mengikatkan diri kepada seorang tertangggung, dengan menerima suatu
premi. Untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian,
kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan
dideritanya karena suatu peristiwa yang tidak pasti atau tak tentu. Dalam
KUHD asuransi jiwa diatur dalam Pasal 246-308 khususnya tercantum dalam
Buku ke-1 bab X Pasal 302-308 KUHD dan Undang-undang No 2 Tahun
1992 tentang Usaha Perasuransian, tetapi tidak satu pasal pun yang memuat
rumusan definisi dari asuransi jiwa. Dengan demikian Pasal 1 angka I
Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992 dijadikan titik tolak pembahasan.
Menurut Purwosutjipto memperjelas pengertian asuransi jiwa adalah sebagai
suatu perjanjian timbal balik antara penutup (pengambil) asuransi dengan
penanggung, dengan mana pengambil asuransi mengikatkan diri selama
jalannya pertanggungan membayar uang premi kepada penanggung.

Sedangkan penanggung sebagai akibat langsung dari meninggalnya orang

3 Oleh karena peraturan perundang-undangan secara khusus tentang bentuk usaha bersama
belum ada, maka dalam penulisan hukum ini, saya mengambil peraturan-peraturan yang melandasi
berdirinya AJB Bumiputera 1912, perjanjian beserta akta pendirian yang memuat Anggaran Dasar
perusahaan, syarat umum dan khusus polis dan pengakuan ataupun perjanjian yang mengakui
perusahaan tersebut sebagai badan hukum sebagai pembandingnya. Sehingga dari ketentuan-
ketentuan tersebut dapat dilihat bahwa kapankah suatu bentuk usaha dapat diakui sebagai badan
hukum yang sah dan sempurna.
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yang jiwanya dipertanggungkan atau telah lampaunya suatu jangka waktu
yang diperjanjikan mengikatkan diri untuk membayar sejumlah uang tertentu
kepada orang yang ditunjuk oleh pengambil asuransi sebagai pcnikmatnya.”
Sedangkan menurut pendapat Chidir Ali menyatakan bahwa bentuk usaha
bersama asuransi atau beliau dalam hal ini menyebutkannya sebagai bentuk
perkumpulan saling menanggung adalah perkumpulan yang berbadan hukum,
menjalankan perusahaan dan bertujuan untuk saling menanggung anggota-
anggotanya, yang mana disitu terdapat empat unsur dari bentuk perkumpulan.
Diantaranya menurut A.MN. Purwosutjipto yaitu adanya kepentingan
bersama, kehendak bersama, tujuan bersama dan adanya bentuk kerja sama.
Sedangkan Badan Hukum Indonesia disini diartikan sebagai suatu subyek
hukum yang mana dapat bertindak sendiri secara hukum, dapat digugat dan
dapat menggugat seperti layaknya manusia. Menurut kamus hukum karangan.
Subekti dan Tjitrosoedibio badan hukum adalah suatu perkumpulan atau
organisasi yang oleh hukum diperlakukan layaknya manusia yaitu sebagai
pengemban hak-hak dan kewajiban, dapat memiliki  kekayaan, dapat
menggugat dan dapat digugat di muka pengadilan.'j Sedangkan menurut A/
Rido mengemukakan bahwa unsur-unsur dari doktrin badan hukum itu sendiri
adalah jika memiliki harta kekayaan sendiri, mempunyai tujuan tertentu,

mempunyai kepentingan sendiri dan memiliki susunan organisasi yang teratur.

14 Abdul Kadir Muhammad, Hukum Asuransi Indonesia, Cet. ke-3, Citra Aditya Bakti,
Bandung, 2002, hal. 195
'S Qubekti dan Tjitrosoedibio, Kamus Hukum, Pradnya Paramita, Jakarta, 1996, hal 11.
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Pengertian perusahaan dalam hal ini, menurut pendapat A. Ridwan Halim
menjelaskan bahwa perusahaan adalah suatu daya ikhtiar atau pekerjaan yang
teratur vang dilaksanakan sebagai mata pencaharian sehari-hari. Suatu
perusahaan tidak selalu berwujud suatu badan usaha, karena mungkin saja
perusahaan itu tidak berwujud organisasi, dimana perusahaan inilah yang
menghasilkan barang dan jasa. Sedangkan suatu badan usaha pastilah
merupakan perwujudan (pengejawantahan) dari suatu organisasi perusahaan,
yang memberikan bentuk cara kerja, wadah kerja dan bentuk tanggung-jawab

pengurus maupun anggotanya. 0

1.5 Alasan pemilihan judul

Pemilihan judul bentuk usaha bersama asuransi jiwa pada perusahaan
Bumiputera 1912 atau dalam bahasa Inggrisnya dikenal dengan Bumiputera 1912
Mutual Life Insuransce Company adalah untuk memperjelas konsep usaha
bersama dalam bidang asuransi jiwa pada perusahaan AJB Bumiputera 1912
sebagai salah satu perusahaan yang menggunakan bentuk usaha bersama dan
mengenalkan kepada masyarakat pada umumnya dan mahasiswa hukum pada
khususnya bahwa bentuk usaha bersama adalah sebagai salah satu bentuk badan
hukum yang eksistensinya diakui secara hukum dan merupakan subyek hukum,
karena selama ini yang dikenal sebagai badan hukum oleh masyarakat pada
umumnya dan mahasiswa pada khususnya adalah koperasi, yayasan dan perseroan

terbatas dimana kesemuanya itu sudah ada Undang-undang yang mengaturnya,

16 Chidir Ali, op.cit, hal 107-108
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sedangkan pada usaha bersama (mutual) masih dalam proses pembuatan undang-
undang yang mana sampai sejauh ini masih belum ada realitanya, sehingga dalam
skripsi ini adalah untuk mengetahui landasan hukum yang dipakai perusahaan
AJB Bumiputera 1912 dalam menjalankan praktik usaha perasuransian,

khususnya asuransi jiwa.

1.6 Manfaat dan Kegunaan

1. Sebagai wacana/pengetahuan tentang bentuk usaha bersama sebagai badan
hukum Indonesia yang selama ini kurang dikenal dan belum dipelajari secara
khusus bagi mahasiswa jurusan ilmu hukum dan ekonomi pada khususnya dan
mahasiswa serta pelaku usaha pada umumnya.

2. Memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha yang menjalankan
perusahaannya dalam bentuk usaha bersama yang saat im  sedang
dikembangkan keberadaannya.

3. Sebagai alternatif baru bentuk usaha bagi kalangan pelaku usaha, yang mana
bentuk usaha bersama tersebut sangat menguntungkan dan dapat memberikan

harapan baru, gairah berusaha menuju persaingan sehat.

1.7 Metode Penulisan
a. Pendekatan Masalah

Dalam mengkaji permasalahan ini, saya menggunakan pendekatan antara lain
pendekatan yuridis normatif dengan penambahan data-data empiris karena

penulisan ini dilakukan berdasarkan data-data perusahaan, literatur-literatur yang
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terkait dengan permasalahan, teori-teori serta pendapat-pendapat para ahli hukum,
wawancara dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan
penulisan skripsi ini.
b. Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum yang diperoleh dalam penulisan skripsi ini yaitu berupa bahan
hukum primer yang didapat dari peraturan perundang-undangan mengenai hukum
dagang khususnya hukum badan usaha, hukum asuransi dan hukum perseroan
Serta bahan hukum sekunder yaitu literatur-literatur dan data-data perusahaan
yang mendukung tulisan ini.
¢. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Metode penulisan hukum ini menggunakan satu proses dari pengumpulan dan
pengolahan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Setelah bahan
hukum primer dan sekunder dikumpulkan maka bahan-bahan hukum tersebut
diolah berdasarkan pada pembahasan permasalahan yang terkait dengan penulisan
hukum ini.
d. Analisa Bahan Hukum

Dalam menganalisa bahan hukum, saya menggunakan metode deskriptif
analistis yaitu memaparkan, membahas, menyajikan masalah yang ada secara jelas
dan sistematis dari bahan hukum yang telah diperoleh kemudian menganalisanya
untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai pokok permasalahan yang

diajukan.
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1.8 Pertanggung Jawaban Sistematika

Skripsi ini disusun secara sistematis dalam empat bab, dimana dalam tiap-tiap
bab terdiri dari beberapa sub bab. Bab I yang merupakan pendahuluan,
didalamnya membahas tentang garis besar dari isi skripsi ini untuk mendapatkan
gambaran singkat dari keseluruhan isi skripsi yang dapat dijadikan dasar bagi
pemahaman dan pembahsan dalam bab-bab sclanjutnya, dalam bab ini berisi
tentang latar belakang dan perumusan masalah, penjelasan judul, alasan pemilihan
judul, tujuan penulisan, metodologi dan pertanggungjawaban sistematika skripsi
ini, dengan demikian pembaca dapat dengan mudah mengerti secara garis besar 1si
dari skripsi ini.

Dalam bab Il akan membahas tentang bentuk usaha bersama dalam asuransi
jiwa.sebagai bentuk badan hukum, yang mana dalam bab tersebut dibagi dalam
sub bab diantaranya akan membahas tentang pengakuan bentuk usaha bersama
sebagai badan hukum menurut peraturan perundang-undangan, dimana dalam
peraturan tersebut dalam salah satu pasalnya mengakui bahwa benntuk usaha
bersama sebagai badan hukum diantaranya menurut Undang-undang No 2 Tahun
1992 tentang usaha perasuransian, kemudian berdasar Stb 1870-64 tentang
Perkumpulan Berbadan Hukum serta berdasar Stb. 1941-101 tentang Ordonantie
Asuransi Jiwa, Pasal Il aturan peralihan UUD 1945 serta berdasar perjanjian-
perjanjian yang dibuat. Sub bab yang kedua adalah berdasar doktrin atau pendapat
kalangan ahli hukum tentang bentuk usaha yang dapat dikategorikan sebagai
bentuk badan hukum. Sub bab yang ketiga adalah dengan menganalogikan dengan

bentuk badan hukum lainnya yang ada di Indonesia, diantaranya bentuk PT,
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Koperasi, Yayasan, Perkumpulan. Sedangkan dalam sub bab yang terakhir adalah
tentang kategori usaha bersama yang meupakan bentuk usaha perkumpulan yang
berbadan hukum.

Dalam bab I akan dibahas tentang karakteristik penyelenggaraan bentuk
usaha bersama asuransi jiwa AJB Bumiputera 1912 sebagai bentuk badan hukum.
Dalam bab III ini akan dibagi dalam beberapa sub bab diantaranya sub bab
tentang motivasi pembentukan AJB Bumiputera 1912 yang menggambarkan
keberadaan AJB Bumiputera 1912 sebagai perusahaan asuransi jiwa nasional
yang pertama dan tertua di Indonesia yang memelopori pergerakan perjuangan di
Indonesia di bidang perekonomian bangsa, tentang misi visi dan falsafah
perusahaan. sub bab selanjutnya adalah tentang pilihan menggunakan bentuk
usaha bersama AJB Bumiputera 1912 hal ini dibahas tentang sejarah bentuk usaha
bersama, latar belakang penggunaan bentuk usaha bersama dikaitkan dengan
konsep ataupun ciri utama dari usaha bersama, perbandingan antara perusahaan
asuransi jiwa yang menggunakan bentuk usaha bersama dengan bentuk usaha
perseroan terbatas khususnya mengenai praktik usaha dan susunan organnya,

Sub bab ketiga tentang landasan hukum penyelenggaraan usaha bersama AJB
Bumiputera 1912 sebagai badan hukum Indonesia, khususnya pada perusahaan
AJB Bumiputera 1912 sebagai satu-satunya perusahaan yang menggunakan
bentuk usaha bersama, sedangkan yang keempat adalah tentang susunan organ
dari AJB Bumiputera 1912 yang meliputi BPA (Badan Perwakilan Anggota),

dewan komisaris dan dewan direksi.
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Sub bab yang kelima adalah tentang tujuan, asas dan usaha dari perusahaan
AJB Bumiputera 1912 yang merupakan relevansi dari doktrin mengenai badan
hukum. Sub bab yang keenam adalah tentang permodalan yaitu mengenai harta
kekayaan yang dipisahkan dan pendapatan dari perolehan modal. Sub bab yang
ketujuh dan kedelapan adalah perihal jika terjadi kerugian, pembubaran dan
likuidasi pada perusahaan.

Sub bab yang terakhir adalah membahas mengenai perbedaan praktik
penyelenggaraan asuransi jiwa bentuk usaha bersamam atau mutual dengan
bentuk perseroan terbatas mengingat bentuk PT adalah merupakan bentuk badan
hukum yang seringkali digunakan dalam perusahaan bidang asuransi.

Sedangkan dalam bab IV merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dan
saran dari permasalahan yang ditulis dalam penulisan hukum (skripsi) ini.
Kesimpulan ini merupakan benang merah atau poin penting dalam masing-masing
bab, yang merupakan pembahasan dari permasalahan penulisan skripsi ini
sedangkan saran merupakan perihal yang seharusnya dilakukan oleh Pemerintah
sebagai fasilitator adanya perusahaan ini serta masyarakat, khususnya para pelaku

usaha untuk mengetahui keberadaan bentuk usaha bersama sebagai badan hukum.
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BAB 11

BENTUK USAHA BERSAMA ASURANSI JIWA
SEBAGAI BADAN HUKUM

2.1 Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan
a. Stb. 1870-64 Nomor 2 tanggal 28 Maret 1870 tentang Perkumpulan Berbadan
Hukum Indonesia.

Dalam Pasal 1 peraturan Stb.1870-64 tersebut diatas menyatakan bahwa
tidak ada suatu perkumpulan orang orang yang dibentuk menurut peraturan
umum dan bertindak sebagai badan hukum kecuali setelah disahkan dan
diakui oleh Gubernur Jenderal atau oleh pejabat yang berwenang atas
penunjukan dari Gubernur Jenderal. Dengan demikian untuk dapat menjadi
atau sebagai badan hukum, perlu adanya pengakuan dan pengesahan dari
pemerintah. Dalam Pasal 2 disebutkan bahwa pengakuan itu dilakukan dengan
menyetujui statuta atau reglemen perkumpulan tersebut. Jadi disini dapat
dijelaskan bahwa untuk dapat menjadi suatu badan hukum tersebut haruslah
membuat reglemen dalam hal ini dapat disamakan dengan akta pendirian yang
memuat maksud dan tujuan pendirian, jangka waktu pendirian yang termaktub
didalam Anggaran Dasarnya, yang kemudian reglemen tersebut haruslah
didaftarkan untuk mendapatkan pengakuan dan pengesahan dari pemerintah..

Peraturan ini memang tidak diberlakukan bagi bentuk usaha perseroan
terbatas maupun bentuk usaha bersama seperti yang tercantum dalam Pasal 10
peraturan tersebut. Karena memang untuk mendirikan perkumpulan saling

menanggung tidak perlu adanya izin khusus dari pemerintah. Dalam Bab IX

17
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berdasar Pasal 1654 perkumpulan saling menanggung adalah sebagai badan
hukum.'” Perlu di ingat juga bahwa Arrest H.R tanggal 20 Oktober 1865
menetapkan bahwa perkumpulan saling menanggung adalah Zedelijk Lichaam
sebagaimana dimaksud dalam Bab X Buku Ketiga BW.'*

Bentuk usaha bersama di bidang asuransi jiwa seringkali disebut sebagai
perkumpulan saling menanggung atau perkumpulan saling menjamin atau
perkumpulan asuransi bersama (gotong royong) dan bentuk usaha bersama
dibidang asuransi jiwa ini hanya ada pada AJB Bumiputera 1912 yang sampai saat

ini di Indonesia hanya Bumiputeralah yang memakai bentuk usaha ini. "

b. Ordonantic op Wet Levensverzekering Bedrijf tanggal 15 April 1941
Lembaran Negara (LN) Stb. 1941-101 tentang Ordonantie Asuransi Jiwa.
Dalam undang-undang mengenai asuransi jiwa ini memang tidak di

berlakukan pada saat itu, mengingat pada waktu itu Indonesia akan diduduki oleh

pemerintahan Jepang schingga undang-undang tentang usaha asuransi jiwa
tersebut masih belum sempat diberlakukan.*
Dalam Bab II Pasal 20 Stb. 1941-101 tersebut tentang organisasi para

pengasuransi disebutkan bahwa :

17 Chidir Ali, Badan Hukum, Cet 11, Tkapi, Bandung, 1999, hal 84 point 3 huruf a.

'® Zedelijk Lichaam menurut Kamus Hukum karangan Subekti adalah merupakan
perkumpulan orang-orang dengan tujuan tertentu yang tidak bertentangan dengan undang-undang.

¥ Pernyataan tersebut juga diungkapkan dalam bukunya M. Chidir Ali dan Mashudi, tentang
Hukum Asuransi.

% Gth. 1941-101 tentang usaha asuransi jiwa ini memang belum sempat diberlakukan di
Indonesia tetapi undang-undang tersebut masih digunakan sebagai daftar rujukan dalam
pembuatan peraturan mengenai asuransi jiwa,
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“Het  levensverzekeringbedrijf — mag  vitsluitend  door  naamlooze
vennootscappen, door onderlinge maatschappijen in den zon van het Wetthoek
van Koophandel eh door Indonesische maatscappijen op aandeelen wordden
uitgeoefend tenzij de onderneming buiten het koninkrijk is gevestigd in welkgeval
zij naar het reecht van de plaats van vestiging rechis persoon moet zijn".

Teriemahan dari bunyi Pasal diatas adalah sebagai beri kut”" :

“ Perusahaan asuransi jiwa semata-mata hanya boleh dilakukan oleh Perseroan
Terbatas (PT), Maskapai Bersama (usaha bersama) dalam arti Kitab Undang-
undang Hukum Dagang (KUHD) dan oleh oleh maskapai andil Indonesia, yang
dalam hal itu perusahaan tersebut adalah Badan Hukum menurut hukum di tempat
kedudukannya™.

Dijelaskan dalam Pasal 20 tersebut diatas bahwa perusahaan asuransi jiwa,
hanya dapat dilakukan oleh bentuk usaha yang berbadan hukum diantaranya
maskapai bersama atau usaha bersama salah satunya yang tunduk pada KUHD.
Pengakuan Pemerintah Hindia Belanda tentang bentuk usaha bersama sebagai

badan hukum tersebut secara jelas disebutkan dalam salah satu Pasalnya seperti

yang tercantum dalam tulisan tersebut diatas.

¢. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian

Di dalam Bab VI Undang-undang Usaha Perasuransian yang mengatur tentang
bentuk hukum usaha perasuransian, dijelaskan dalam Pasal 7 ayat 1 bahwa usaha
perasuransian hanya dapat dilakukan oleh Badan Hukum yang berbentuk
diantaranya: perusahaan perseroan (persero), koperasi, perseroan terbatas dan
usaha bersama atau mutual. Jadi dalam undang-undang perasuransian tersebut

secara langsung mengakui eksistensi bentuk usaha bersama atau mutual sebagai

! Rumpulan Peraturan Perundang-undangan Indonesia (Engelbrecht), versi terjemahan.
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bentuk badan hukum, sejajar dengan bentuk badan hukum lainnya. Permasalahan
yang muncul adalah bahwa ketentuan tentang usaha perasuransian yang berbentuk
usaha bersama atau mutual tersebut sampai sekarang ini masih belum ada,
berbeda dengan bentuk badan hukum lainnya yang diatur secara khusus dalam
suatu undamg-undang. Dalam undang-undang usaha perasuransian tersebut pada
Pasal 7 ayat 3 disebutkan bahwa ketentuan tentang usaha perasuransian yang
berbentuk usaha bersama akan diatur lebih lanjut dalam undang-undang. Tetapi
dalam penjelasannya disebutkan bahwa: mengingat undang-undang mengenai
bentuk hukum usaha bersama masih belum ada, maka untuk sementara ketentuan
tentang usaha perasuransian yang berbentuk usaha bersama akan diatur dengan
Peraturan Pemerintah (PP).”

Sesuai dengan pokok permasalahan dalam penulisan hukum ini, maka
permasalahan yang akan dijelaskan dalam sub bab ini adalah bahwa apakah
bentuk usaha bersama atau mutual di bidang asuransi jiwa yang ada di Indonesia
merupakan bentuk usaha yang berbadan hukum. Tadi dalam pembahasan diatas
bahwa secara eksplisit dalam Pasal 7 ayat 1 disebutkan bahwa bentuk usaha
bersama merupakan bentuk badan hukum, a contrario dari bunyi Pasal 7 ayat 1
tersebut adalah karena yang dapat menjalankan usaha perasuransian di Indonesia
haruslah berbentuk badan hukum. Belum adanya suatu peraturan secara khusus

tentang usaha bersama tersebut, bukan berarti meniadakan bentuk usaha bersama

22 Baik undang-undang maupun peraturan pemerintah yang mengatur secara khusus tentang
usaha bersama sampai sekarang ini masih belum ada. Dan dalam praktiknya di Indonesia yang
menggunakan bentuk usaha bersama di bidang perasuransian adalah AJB Bumiputera 1912
dimulai awal dibentuknya tahun 1912 sampai dengan saat ini masih menggunakan bentuk usaha
bersama. AJB Bumiputera 1912 dalam penulisan hukum ini adalah sebagai studi kasus penelitian
tentang penyelenggaraan usaha asuransi jiwa.
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sebagai bentuk badan hukum, karena syarat untuk suatu bentuk usaha tersebut
manjadi badan hukum atau tidak menjadi badan hukum, landasannya bukan hanya
dari apakah suatu bentuk usaha tersebut diatur dalam peraturan perundang-
undangan secara khusus ataukah tidak, tetapi juga dapat dilihat dari ciri usaha
tersebut, apakah sesuai dengan doktrin dari badan hukum itu sendiri atau bisa
menganalogikan dengan bentuk usaha yang berbadan hukum lainnya seperti yang
tercantum pada Pasal 7 ayat 1 tersebut diatas seperti bentuk badan hukum
perseroan terbatas dan koperasi.

Sebelum berlakunya undang-undang tentang usaha perasuransian tersebut
diatas, usaha perasuransian di Indonesia menggunakan landasan hukum Wetboek
Van Koophandel (WvK) atau Kitab Undang-undang Hukum Dagang yang
dijumpai pada Bab [X Pasal 246-286 tentang asuransi atau pertanggungan secara
umum, Bab X Pasal 287- 301 tentang pertanggungan terhadap bahaya kebakaran,
bahaya yang mengancam hasil pertanian yang belum di panen serta Bab X Pasal
302-308 adalah tentang pertanggungan jiwa. Sampai sekarang landasan hukum
tersebut masih berlaku dan dipakai dalam praktik penyelenggaraan usaha asuransi
di Indonesia, disamping itu juga landasan hukum mengenai perjanjian secara luas
juga diperbolehkan menggunakan Burgerlijk Wetboek (BW) atau Kitab Undang-
undang Hukum Perdata (KUH-Perdata).

Sebelumnya pada masa penjajahan Belanda undang-undang tentang asuransi
jiwa secara lengkap juga diatur secara khusus dimana pada saat itu baik undang-
undang maupun peraturan pelaksananya sudah dibuat yaitu Ordonantie op Wet

Levensverzekering Bedrijf tanggal 15 April 1941 Stb. 1941-101 yang diundangkan
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tanggal 1 Mei 1941 beserta peraturan pelaksananya Verordening Op Wet

Levensverzekering Bedrijf 19 April 1941 yang diundangkan tanggal 1 Me1 1941.

2.2. Berdasarkan Doktrin Badan Hukum

Doktrin disini maksudnya adalah merupakan anggapan dari kalangan ahli
hukum baik berupa pendapat seseorang atau beberapa ahli sarjana hukum yang
lazimnya keilmuannya sudah diakui dan terkenal.”* Berikut beberapa doktrin dari
kalangan ahli hukum mengenai ciri dari badan hukum itu sendiri :

Menurut Maijers Badan Hukum adalah meliputi sesuatu yang menjadi
pendukung hak dan kewajiban sedangkan menurut Logemann badan hukum
adalah suatu personafikasi perwujudan atau penjelmaan dari hak dan kewajiban.**
Menurut Urecht badan hukum adalah badan yang menurut hukum adalah
berkuasa (berwenang) menjadi pendukung hak selanjutnya dijelaskan bahwa
badan hukum ialah setiap pendukung hak dan kewajiban yang tidak berjiwa atau
yang bukan manusia. Badan hukum sebagai gejala yang nyata, yang merupakan '
ada dalam kehidupan bermasyarakat, walaupun tidak berwujud manusia atau
benda. Badan hukum itu mempunyai kekayaan (vermogen) yang sama sekali
terpisah dari kekayaan anggotanya, yaitu badan hukum dalam hal sebagai
korporasi. Hak dan kewajiban badan hukum sama sekali terpisah dari hak dan
kewajiban anggotanya.”> Menurut Raden Subekti badan hukum pada pokoknya

adalah suatu badan atau perkumpulan yang dapat memiliki hak-hak dan

23 subekti. Kamus Hukum, Pradnya Paramita, Jakarta, 1996.
?* Logemann, Over de Theorie van Een Stellig Staatsrecht, Jakarta, 1954,
5 B Utrecht, Pengantar Dalam Hukum Indonesia, Cet. V, Tkhtiar, Jakarta, 1959.
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melakukan perbuatan seperti seorang manusia, serta memiliki kekayaan sendiri
yang terpisah dari anggotanya serta dapat digugat atau dapat menggugat di
pengadilan, sedangkan menurut Raden Rachmat Soemitro mengemukakan bahwa
badan hukum adalah suatu badan yang dapat mempunyai harta, hak serta
kewajiban seperti orang pribadi. Menurut Sri Soedewi Maschun Sofwan
menjelaskan bahwa manusia adalah badan pribadi itu adalah manusia tunggal.
Selain dari manusia tunggal dapat juga oleh hukum diberikan kedudukan sebagai
badan pribadi kepada wujud lain yang disebut sebagai badan hukum yaitu
kumpulan dari orang-orang bersama-sama mendirikan suatu badan (perhimpunan)
dan kumpulan harta kekayaan serta memiliki tujuan dan maksud tertentu. Menurut
Purnadi Purbacaraka dan Agus Brotosusilo pengertian tentang pribadi hukum
ialah suatu badan yang memiliki harta kekayaan terlepas dari anggota-anggotanya
dianggap sebagai subyek hukum, mempunyai kemampuan untuk melakukan
perbuatan hukum, mempunyai tanggung jawab, memiliki hak dan kewajiban
seperti yang dimiliki seseorang. pribadi hukum ini memiliki kekayaan tersendiri,
mempunyai pengurus atau pengelola dan dapat bertindak sendiri sebagai pihak di
dalam suatu perjanjian. Menurut Wirjono Projodikoro mengemukakan pengertian
suatu badan hukum yaitu badan yang disamping manusia perseorangan juga
dianggap dapat bertindak dalam hukum dan yang mempunyai hak-hak dan

kewajiban serta hubungan hukum terhadap orang atau badan lain.*®

% Wirjono Prodjodikoro, Hukum Perkumpulan, Perseroan dan Koperasi di Indonesia,
Dian Rakyat, Jakarta.
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Dari beberapa doktrin diatas dapat disimpulkan mengenai ciri-ciri dari badan
hukum itu sendiri diantaranya adalah :
a. Memiliki pengurus atau susunan organisasi yang teratur

Menurut pendapat para ahli hukum, menyatakan bahwa untuk dapat disebut
sebagai badan hukum maka bentuk usaha tersebut salah satunya haruslah
mempunyai organ atau susunan pengurus yang mengatur jalannya bentuk usaha
tersebut. Badan hukum merupakan kumpulan dari orang-orang atau merupakan
perhimpunan orang yang memiliki kepentingan dan tujuan yang sama dan
dilindungi oleh hukum.?’ Karena dalam hubungan hukum, manusia ternyata
bukan satu-satunya pendukung hak dan kewajiban. Masih ada, pendukung hak
dan kewajiban yang lain yang disebut dengan Badan Hukum atau Rechis Persoon.
Jadi badan hukum memiliki hak dan kewajiban hukum serta dapat melakukan
hubungan hukum.2* Badan hukum itu bukan makhluk hidup sebagaimana halnya
pada manusia. Badan hukum kehilangan daya berfikir, kehendak dan tidak
mempunyai contract bewusizijn karena itu badan hukum tidak dapat melakukan
perbuatan perbuatan hukum sendiri.”’ Ia harus bertindak dengan perantaraan
orang biasa atau naturlijk Persoon akan tetapi orang yang bertindak itu, tidak
bertindak untuk dirinya pribadi, melainkan untuk dan atas nama pertanggungan

gugat badan hukum. Badan hukum mempunyai kepentingan sendiri sebagaimana

77 Ciri badan hukum menurut. Sri Soedewi M. Sofwan .

2 Ali Rido, Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan,
Koperasi, Yayasan dan Wakaf , Cet. IV, Alumni, Bandung, 1986, hal 3-4.

29 perbuatan hukum menurut Sudikno, Mengenal Hukum, Liberty, Yogyakarta, 1999 adalah
perbuatan subyek hukum yang ditujukan untuk menimbulkan akibat hukum vyang sengaja
dikehendaki oleh subyek hukum. Akibat hukum ini juga ditentukan oleh hukum yang mana unsur-
unsurnya adalah kehendak dan pernyataan kehendak yang sengaja ditujukan untuk menimbulkan
akibat hukum.
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ada pada diri manusia. Kepentingan yang dimaksud adalah kepentingan yang
dilindungi hukum dan dilengkapi dengan suatu aksi atau tindakan jika
kepentingannya itu diganggu oleh pihak lain. Dalam hal ini badan hukum tampil
dimuka dalam proses hukum baik sebagai penggugat maupun sebagai tergugat.
Tentunya dengan diwakili oleh anggotanya dalam hal ini pengurus yang
berwenang untuk mewakili untuk dan atas nama badan hukum.

Bentuk perwakilan pada badan hukum merupakan suatu bentuk perwakilan
khusus, yang ditetapkan dalam anggaran dasar dan peraturan perusahaan lainnya.
Jadi perbuatan dari pengurus tidak dapat dilaksanakan dengan wakil biasa atau
dengan menggunakan surat kuasa. Tetapi badan hukum diwakili oleh organ
dimana perbuatan organ sama halnya dengan perbuatan badan hukum.”

b. Memiliki harta kekayaan sendiri

Badan hukum diakui sebagai subyek hukum yang dapat melakukan perbuatan
hukum. Tentunya dalam melakukan perbuatan hukum tersebut badan hukum tidak
dapat melakukannya sendiri. Perbuatan hukum tersebut diwakili oleh para
pengurusnya yang berwenang dalam malakukan perhuatan hukum tersebut, seperti
yang tercantum dalam penjelasan diatas. Untuk itu badan hukum mempunyai
harta kekayaan sendiri yang terpisah dari harta kekayaan pengurusnya maupun
anggotanya. Disebut sebagai badan hukum karena salah satu cirinya adalah
memiliki harta kekayaan sendiri. Maksudnya jika terjadi suatu hutang atauu

tagihan dari para kreditor atau dari pihak ketiga yang terkait dengan badan

3 Ibid, hal 19.
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tersebut, maka harta kekayaan badan itulah yang digunakan.31 Harta kekayaan
badan tersebut juga digunakan untuk keberlangsungnya usaha atau kegiatan usaha
dari badan tersebut. Pengurus sebagai pengelola harta kekayaan badan haruslah
melakukan pembukuan dengan jelas, tepat, teliti dan profesional serta transparasi.
Administrasi yang teratur itulah yang membuat suatu badan tersebut mengetahui
akan harta kekayaan yang diperoleh diakhir tahun, keutungan yang diperoleh
suatu badan akan dapat menambah modal dari suatu badan sedangkan jika timbul
kerugian maka hanya harta kekayaan badan itulah yang dipertanggung-jawabkan,
kecuali pengurus yang melakukan perbuatan hukum  tersebut diluar
kewenangannya, maka para pengurus akan bertaanggung jawab renteng terhadap
tagihan yang timbul. Memiliki harta kekayaan sendiri, merupakan salah satu sifat
kemandirian dari badan, dimana harta kekayaan badan itulah nantinya yang akan
di pertanggung-jawabkan kepada para kreditor maupun pihak ketiga. Jadi badan
tersebut tidak bergantung pada harta kekayaan pengurus maupun anggotanya,
justru harta kekayaan badan itulah yang harusnya dikelola dan di manage dengan
baik dan profesional. Sehingga dalam hal ini perusahaan bersifat mandiri dimana
segala kebutuhan dan keperluan operasional dalam menjalankan perusahaan di
penuhi oleh harta kekayaaan yang dimiliki perusahaan terpisah dari harta milik
pribadi pengurus atau anggota. Konsekuensi dari harta kekayaan yang terpisah
dari badan hukum tersebut menurut A/iRido adalah sebagai berikut %

1. Kreditor pribadi para anggota tidak mempunyai hak untuk menuntut harta
kekayaan badan hukum itu. Karena perbuatan para pengurus dari badan

3! Badan disini yang dimaksud adalah bentuk usaha yang berbadan hukum baik itu berupa PT,
Yayasan, Koperasi ataupun Usaha Bersama atau Perkumpulan Saling Menanggung.
2 Ali Rido, Op. cit, hal 51
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hukum tersebut bukan merupakan kewenangannya sesuai dengan kepentingan
dan tujuan dari badan hukum, sesuai yang tercantum dalam Anggaran Dasar
ataupun peraturan yang dibuat oleh badan hukum. Untuk itu akibatnya para
pengurus sendiri yang bertanggung jawab secara pribadi atas tagihan yang
timbul nantinya.

2. Para anggota pribadi tidak dapat menagih piutang dari badan hukum terhadap
pihak ketiga. Ini merupakan kebalikan penjelasan dari huruf a diatas dimana
hanya anggota atau dalam hal ini parar pengurus yang berwenang saja yang
dapat melakukan tagihan piutang kepada pihak ketiga sepanjang itu
merupakan sesuai dengan kepentingan dan tujuan dari badan hukum.

3. Kompensasi antara hutang pribadi dan hutang badan hukum tidak
diperkenankan. Maksud dari pernyataan tersebut adalah bahwa akibat hukum
dari adanya harta kekayaan yang dipisahkan tersebut adalah adanya
pembedaaan atau pemisahan yang jelas antara hutang pribadi anggota dari
badan hukum dengan hutang yang dimiliki badan hukum itu sendiri.

4. Jika terjadi pailit terhadap badan hukum tersebut, maka hanya para kreditor
badan hukum saja yang dapat menuntut harta kekayaan yang terpisah itu.

¢. Mempunyai kepentingan dan tujuan yang jelas

Ciri yang ketiga dari badan hukum adalah mempunyai kepentingan dan tujuan
yang jelas, maksudnya adalah untuk dapat mendirikan badan hukum harusiah
memiliki suatu akta pendirian yang memuat maksud dan tujuan badan tersebut,
jangka waktu berdirinya badan, yang kesemuanya tercantum dalam Anggaran
Dasar badan. Kesemuanya itu terkait dengan pengakuan yang sah dari pemerintah,
karena untuk dapat menjadi badan hukum, eksistensi dari bentuk usaha tersebut
haruslah diakui oleh pemerintah. Disini pemerintah tentunya melihat dari maksud
dan tujuan dari berdirinya badan tersebut, apakah maksud dan tujuan tersebut
tidak menyalahi peraturan perundang-undangan yang berlaku ataukah tidak.

Tujuan disini dapat merupakan tujuan yang idiil maupun tujuan yang bersifat
komersiil. Tujuan itu adalah tujuan tersendiri dari badan hukum dan karena 1tu

tujuan bukanlah kepentingan pribadi dari satu atau beberapa anggota saja, tetapi
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untuk kepentingan semua anggota demi tujuan yang akan dicapai dari badan
hukum tersebut. Kepentingan disini merupakan hak-hak subyektif sebagai akibat
dari adanya peristiwa hukum, kepentingan tersebut haruslah kepentingan yang
dilindungi oleh hukum. Oleh karena itu jika kepentingan dari badan hukum
tersebut ada yang melanggar maka badan hukum sebagai subyek hukum memiliki
hak untuk mempertahankan kepentingan tersebut. Perjuangan untuk mencapai
tujuan itu dilakukan sendiri oleh badan hukum sebagai subyek hukum yang

memiliki hak dan kewajiban sendiri dalam pergaulan hukumnya.™

d. Dapat menggugat dan digugat di pengadilan

Ciri yang keempat ini masih berhungan dari ketiga ciri diatas, dapat dikatakan
merupakan akibat yang berhubungan dari ketiga ciri diatas. Akibat hukum dari
adanya badan hukum tersebut sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan
kewajiban serta memiliki tujuan dan kepentingan yang dilindungi oleh hukum
maka dalam rangka mempertahankan hak-haknya terhadap kepentingan tersebut
maka sebagai badan hukum dapat melakukan gugatan di pengadilan jika timbul
permasalahan hukum. Tentunya disini badan hukum akan diwakili para
pengurusnya dalam hal ini direksi dari badan hukum tersebut terutama direktur
utama sebagal pengurus dan pengeiola badan hukum. Para pengurus yang
mewakili tersebut seyogyanya sudah diatur dalam Anggaran Dasar dari badan
hukum tersebut, dimana para pengurus yang bertindak untuk dan atas nama badan

hukum adaiah para direksi direktur utama dari badan hukum tersebut pada

33 1bid.
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khususnya dan jika berhalangan hadir maka anggota direksi lainnya yang
mewakili untuk dan atas nama badan hukum tersebut. Tentunya sebagai badan
hukum bukan hanya bisa menggugat tetapi disini juga bisa digugat. Perlu diingat
disini yang digugat adalah badan hukumnya sedangkan para pengurus tersebut
hanya bertindak sesuai dengan tugas dan kewenangannya untuk dan atas nama
badan hukum.

Dari beberapa ciri mengenai badan hukum itu sendiri maka akan saya
hubungkan ciri badan hukum dari doktrin tersebut dengan bentuk usaha bersama,
dalam hal ini saya hubungkan ciri tersebut dengan bentuk usaha bersama AJB
Bumiputera 1912, yang dalam hal ini AJB Bumiputera 1912 sebagai studi kasus
dalam penulisan hukum mengenai bentuk usaha bersama ini .

Untuk ciri pertama dari badan hukum tersebut yaitu adanya pengurus atau
organisasi yang teratur disini AJB Bumiputera 1912 sudah memenuhi ciri
tersebut. Hal tersebut dapat dilihat dari akta pendirian dari AJB Bumiputera 1912
yang mencantumkan nama direksi, komisaris, badan perwakilan anggota dari
masing masing daerah, pelindung dan penasihat dari perusahaan tersebut, beserta
tugas dan kewajibannya sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya, sehingga
hal tersebut sudah dapat memenuhi ciri dari badan hukum. Sedangkan yang kedua
adalah memiliki harta kekayaan sendiri yang terpisah dari anggotanya. Ciri kedua
di sini dapat dilihat dari awal berdirinya AJB Bumiputera 1912 sampai sckarang
yang memisahkan harta kekayaan yang dimiliki perusahaan dengan para
anggotanya. Kemudian adanya laporan keuangan tiap tahun dan telah diperiksa

dan diaudit oleh akuntan publik sesuai dengan kewenangannya. Dalam anggaran
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dasarnya juga disebutkan bahwa AJB Bumiputera 1912 memiliki dana cadangan
yang akan menutupi kerugian dari AJB Bumiputera 1912. pertanggung jawaban
terhadap pihak ketiga maupun para kreditor adalah sebatas harta kekayaan yang
dimiliki oleh AJB Bumiputera 1912. Sedangkan ciri yang ketiga yaitu adanya
kepentingan dan tujuan yang dilindungi oleh hukum. disini dapat dilihat dari
anggaran dasar perusahaan yang mencantumkan maksud dan tujuan perusahaan
secara jelas dan detail serta dicantumkan juga misi dan visi dari AJB Bumiputera
1912 sebagai asuransinya bangsa Indonesia yang mengayomi dan melindungi
masyarakat Indonesia dengan asuransi. Dalam hal jika terjadi permasalahan
hukum maka sesuai dengan anggaran dasarnya dicantumkan bahwa direktur
utama bertindak untuk dan atas nama mewakili AJB Bumiputera 1912 di dalam
maupun diluar pengadilan.hal tersebut sudah memenuhi syarat yang keempat
bahwa sebagai badan hukum bentuk usaha bersama tersebut dapat menggugat dan
digugat di pengadilan, dalam hal ini badan hukum tersebut diwakili oleh para

pengurus yang berwenang untuk melakukan hal tersebut.

2.3.Berdasarkan Analogi Dari Bentuk Badan Usaha yang Diakui Sebagai
Badan Hukum di Indonesia
Seperti yang telah kita ketahui bersama bahwa bentuk badan hukum yang
dikenal di Indonesia adalah bentuk PT, Koperasi, Yayasan dan bentuk
Perkumpulan Berbadan Hukum. Maka berdasar analogi dari badan hukum
tersebut dapat dijelaskan bahwa untuk menjadi bentuk badan hukum maka

haruslah akta pendiriannya diakui, disahkan, didaftarkan dan diumumkan sesual
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dengan prosedur pendaftaran yang ada dalam penjelasan masing-masing peraturan
yang mengatur tentang badan hukum tersebut. Berikut akan dijelaskan tentang
prosedur pendafiaran pada masing-masing bentuk badan hukum PT, Koperasi,
Yayasan dan Perkumpulan, yang menjadikan bentuk usaha tersebut menjadi suatu
bentuk badan hukum.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan
Terbatas (UUPT) Bab Il tentang Pendirian, Anggaran Dasar, Pendaftaran dan
Pengumuman Pasal 7 ayat 6 menyebutkan bahwa perseroan memperoleh status
badan hukum setelah akta pendirian disahkan oleh menteri. Dalam hal ini yang
dimaksud dengan menteri adalah Menteri Kehakiman dan HAM sesuai dengan
Bab I ketentuan umum Pasal | ayat 7 UUPT. Jadi tahapan awal perseroan untuk
menjadi badan hukum adalah jika permohonan akta pendiriannya tersebut yang
memuat anggaran dasar dan ketentuan lainnya telah disetujui dan telah disahkan
oleh menteri.** Sedangkan tahapan yang kedua untuk dapat menjadi badan hukum
yang sempurna adalah jika permohonan akta pendirian PT yang telah disetujui dan
disahkan oleh menteri tersebut telah didaftarkan dan diumumkan, sesuai dengan
ketentuan Pasal 21 dan Pasal 22 UUPT.” Pasal 22 ayat | dalam UUPT disebutkan
bahwa “Perseroan yang telah didaftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21

diumumbkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia”. Maksud dari

 Sesuai dengan Pasal 8 ayat | UUPT “Akta pendirian memuat Anggaran Dasar dan
ketentuan lainnya sekurang-kurangnya berisi ketentuan tentang nama lengkap, tempat dan tanggal
lahir, pekerjaan, tempat tinggal dan kewarganegaraan pendiri, anggota direksi da8n komisaris yang
pertama kali diangkat serta nama pemegang saham dan nilai nilai yang diperjanjikan dari saham
yang telah ditempatkan dan disetor pada saat pendirian.”

3 pasal 21 ayat 1 UUPT: “Direksi perseroan wajib mendaftarkan dalam daftar perusahaan
adalah akta pendirian beserta surat pengesahan menteri, akta perubahan Anggaran Dasar beserta
surat persetujuan menteri dan akta perubahan Anggaran Dasar beserta laporan kepada menteri.
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menjadi badan hukum yang sempurna tersebut adalah karena jika permohonan
akta pendirian yang telah disetujui dan disahkan oleh menteri tadi belum
didaftarkan dan diumumkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku, maka direksi secara tanggung renteng, bertanggung jawab
atas segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh ])el'SCI'(}al'l.36 Jadi walaupun
akta pendirian PT tersebut telah disetujui dan disahkan oleh menteri dan diakui
eksistensinya sebagai badan hukum, tetapi jika akta pendiriannya tersebut belum
didaftarkan dan diumumkan, maka eksistensi PT tersebut sebagai badan hukum
masih belum sempurna. Perihal persetujuan, pengesahan, pendaftaran dan
pengumuman adalah suatu peritiwa penting dan bersejarah bagi eksistensi PT
untuk dapat menjadi badan hukum yang sempurna dan mandiri. Karena proses
tersebut harus benar-benar telah dilakukan oleh suatu PT agar diakui menjadi
badan hukum yang sempurna.’’

Bentuk usaha koperasi ini diatur dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun
1967 tentang Pokok-pokok Perkoperasian dan telah diubah dengan Undang-

undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.”® Disebutkan dalam Bab IV

36 Hal tersebut sesuai dengan Pasal 23 UUPT yang menyebutkan bahwa selama pendaftaran
dan pengumuman sebagaimana ketentuan dalam Pasal 21 dan 22 belum dilakukan, maka direksi
secara tanggung renteng bertanggung jawab atas segala perbuatan hukum yang dilakukan
perseroan.

37 Badan hukum yang sempurna disini adalah bahwa PT tersebut benar-benar telah menjadi
badan hukum yang mandiri, perihal tanggung jawab dan segala tindakan yang dilakukan oleh
pengurus adalah untuk dan atas nama PT yang bersangkutan, sesuai dengan kewenangannya yang
telah diatur dalam Anggaran Dasarnya. Atau dalam artian PT tersebut telah menjadi subyek hukum
yang dapat melakukan perbuatan hukum dan memiliki kekayaan sendiri, terpisah dari para pendiri
dan pengrusnya.

* perkumpulan koperasi itu sendiri pada zaman kemerdekaan juga diatur dalam peraturan
perundang-undangan sendiri, yang pertama kali yaitu diatur dalam Undang-undang Nomor 79
Tahun 1958 yang diundangkan pada tanggal 27 Oktober 1958 dalam L.N. No 139/58. Setelah itu
dikeluarkan PP Nomor 60 Tahun 1959 tanggal 9 Desember dalam L.N. No 138/59. kemudian pada
tahun 1965 keluar lagi Undang-undang Nomor 14 Tahun 1965 yang mencabut berlakunya
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tentang pembentukan, Bagian Kedua status badan hukum Pasal 9 bahwa koperasi
memperoleh status badan hukum setelah akta pendiriannya disahkan oleh
Pemerintah. Akta yang telah disahkan oleh Pemerintah, kemudian diumumkan
dalam Berita Negara Republik Indonesia.’” Sedangkan dalam Pasal 55 ditegaskan
bahwa jika terjadi pembubaran koperasi maka anggota hanya menanggung
kerugian sebatas simpanan pokok, simpanan wajib dan modal penyertaannya. Hal
itu merupakan salah satu ciri dari bentuk badan hukum, dimana koperasi memiliki
harta kekayaan sendiri yang terpisah, sehingga jika terjadi kerugian maka anggota
hanya bertanggung jawab sebatas simpanan pokok, wajib dan modal
penyertaannya. Dalam Pasal 8 disebutkan juga bahwa anggaran dasar koperasi
sekurang-kurangnya memuat daftar nama pendiri, nama dan tempat kedudukan,
maksud dan tujuan, ketentuan mengenai keanggotaan, rapat anggota, pengelolaan,
permodalan, jangka waktu berdirinya serta sanksi.

Yayasan ini diatur dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang
Yayasan. Dalam Pasal | ayat | dijelaskan bahwa yayasan adalah merupakan
badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan
untuk tujuan tertentu. Sedangkan dalam Pasal 2 disebutkan bahwa yayasan
mempunyai organ yang terdiri atas pembina, pengurus dan pengawas. Hal ini
dapat diambil kesimpulan dari bunyi Pasal 1 dan 2 tersebut, bahwa untuk dapat
menjadi badan hukum tersebut diantaranya adalah memiliki maksud dan tujuan,

adanya organ atau susunan organisasi yang teratur dan jelas serta adanya

Undang-undang No 79 Tahun 1959, kemudian pada masa orde baru keluar Undang-undang No 12
Tahun 1967 yang mencabut Undang-undang 14 Tahun 1965. Sedangkan undang-undang yang
terbaru adalah Undang-undang No 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

39 | ihat Pasal 10 ayat 3 Undang-undang 25 Tahun 1992 Perkoperasian.
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pemisahan harta kekayaan atau memiliki harta kekayaan yang terpisah dari para
pendirinya maupun pengurusnya.‘m Ketentuan tersebut juga sesuai dengan doktrin
dari badan hukum itu sendiri. Sedangkan dalam Pasal 11 ayat 1 menyebutkan
bahwa untuk dapat memperoleh status badan hukum yayasan tersebut maka akta
pendirian yang memuat tentang Anggaran Dasar dan ketentuan lainnya yang
dianggap perlu, tersebut telah disahkan oleh Pemerintah.’' Sedangkan menurut
pendapat Scholten dan Pitlo mengemukakan bahwa kedudukan badan hukum
yayasan diperoleh bersama-sama berdirinya yayasan tersebut, karena yayasan
sudah harus bertanggung jawab atas perbuatan pengurus dalam batas-batas
wewenangnya yang dilakukannya selama pendaftaran dan pengumuman belum
dilaksanakan ** Sebelum berlakunya undang-undang yayasan tersebut di Negeri
Belanda sudah ada pengaturan secara khusus tentang badan hukum yayasan
tersebut yaitu Wet Op Stichtingen, tanggal 31 Mei 1956 Stb. 327, yang dalam
Pasal | mengatakan bahwa suatu yayasan adalah badan hukum yang diciptakan
dengan suatu perbuatan hukum, tidak memiliki anggota dan bermaksud dengan
pertolongan kekayaan yang dicadangkan untuk mengejar tujuan tertentu.
Kemudian dalam Pasal 7 menegaskan bahwa pengurus berkewajiban agar yayasan
beserta nama, nama depan dan tempat tinggal dari pendiri atau nama-nama dari

para pendiri serta para pengurus, didaftarkan dalam daftar pusat umum yang

% Hal ini juga sesuai dengan Bab II tentang Pendirian Pasal 9 ayat 1 Undang-undang Nomor
16 Tahun 2001 tentang Yayasan dimana dijelaskan bahwa yayasan didirikan oleh satu orang atau
lebih dengan memisahkan harta kekayaan pendirinya, sebagai kekayaan awal yayasan.

4 pemerintah dalam hal ini oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia yang
dilaksanakan oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan HAM, yang wilayahnya
meliputi tempat kedudukan dari yayasan tersebut berada. Hal ini sesuai dengan Pasal 11 ayat 2
Undang-undang 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.

 Pendapat tersebut juga hampir sama dengan Wet Op Stichtingen 1956 di Negeri Belanda
serta lihat juga Pasal 9 ayat 2 dan Pasal 14 ayat 1 dan 2 Undang-undang Yayasan.
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disediakan dan pengurus berkewajiban agar salinan akta pendirian itu diumumkan
dan akibat dari adanya penegasan tersebut maka selama pendaftaran dan
pengumuman belum dilakukan maka pengurus yayasan yang melakukan
perbuatan hukum atas nama yayasan akan bertanggung jawab secara tanggung
menaggung.” Sedangkan di Indonesia sendiri, walaupun status badan hukum
yayasan tersebut dulunya juga masih menjadi pro dan kontra, tetapi sejak adanya
Undang-undang 16 Tahun 2001 tentang Yayasan tersebut maka pro dan kontra
dari kalangan ahli hukum seakan terjawab dengan adanya undang-undang yayasan
tersebut yang jelas-jelas mengakui yayasan sebagai badan hukum.**

Sedangkan bentuk usaha perkumpulan ini digolongkan menjadi dua, yaitu
perkumpulan yang diakui sebagai badan hukum dan perkumpulan yang tidak
diakui sebagai badan hukum. Perkumpulan yang diakui sebagai badan hukum
dalam hal ini adalah perkumpulan yang berdirinya disesuaikan dengan atau
menurut ketentuan sebagaimana diatur dalam Bab IX Pasal 1653-1665 BW
tentang perkumpulan (badan hukum).” Jika dilihat dalam beberapa Pasal 1653-
1665 BW untuk menjadi badan hukum maka perkumpulan harus memiliki akta
pendirian yang memuat tentang anggaran dasar dan ketentuan lainnya, yang mana

akta pendirian tersebut telah diakui dan disahkan oleh Pemerintah, dalam hal i

 Ali Rido. Qp.cit hal 116-117.

* Hal yang perlu menjadi perhatian disini adalah bentuk nsaha yayasan tidak dapat melakukan
kegiatan di bidang usaha perasuransian walupun yayasan diakui sebagai badan hukum. Ketentuan
tersebut diatur dalam Surat Keterangan Departemen Keuangan (urusan moneter) tanggal 16
Pebruari 1959 Nomor 14292/ UMII menyatakan bahwa bentuk usaha yayasan dan firma tidak
diperkenankan melakukan usaha di bidang usaha perasuraansian.

** Sesuai dengan BW versi aslinya Stb. 1847-23 Bab IX adalah mengatur tentang badan
hukum. Jadi dalam hal ini jika dilihat dari versi terjemahannya Soebekti dan R. tjitrosudibio Bab
IX adalah mengatur tentang perkumpulan. Maka dapat diambil kesimpulan dari Bab IX tersebut
adalah mengatur tentang perkumpulan yang diakui sebagai badan hukum.
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sekarang yang berwenang adalah Menteri Kehakiman dan HAM. Dan untuk
menjadi badan hukum yang sempurna maka akta pendirian perkumpulan beserta
pengesahannya oleh menteri tersebut, didaftarkan dan diumumkan dalam Berita
Negara dan Tambahan Berita Negara. Jadi perkumpulan tersebut menjadi badan
hukum jika akta pendirian perkumpulan tersebut diakui, disahkan, didaftarkan dan
diumumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.*® Hal tersebut sama halnya
dengan perolehan status badan hukum pada PT. Terkait dengan bentuk usaha
perkumpulan berbadan hukum tersebut, maka banyak kalangan ahli hukum
menyebutkan bahwa bentuk usaha bersama atau onderling atau mutual dalam
bidang asuransi jiwa adalah merupakan salah satu bentuk perkumpulan badan
hukum. Mereka seringkali menyebutkan dengan perkumpulan saling tanggung-
menanggung atau perkumpulan saling menjamin atau juga disebut dengan
perkumpulan gotong royong. Bentuk perkumpulan tersebut merupakan bentuk
perkumpulan Indonesia dalam arti luas'’. Di Indonesia hanya AJB Bumiputera
1912 saja yang menerapkan konsep atau menggunakan bentuk usaha bersama

tersebut. ™

 Ali rido, Op.cit, hal 101,

47 Perkumpulan dalam arti luas ini menurut Chidir Ali dalam bukunya yang berjudul badan
hukum hal. 116 menyebutkan bahwa perkumpulan dalam arti luas ini ialah perkumpulan yang
merupakan bentuk asal dari semua persekutuan, koperasi, dan perkumpulan saling tanggung-
menanggung. Dalam hal ini Chidir Ali membedakan perkumpulan dalam arti luas ini meliputi
perkumpulan yang tidak berbadan hukum (persekutuan perdata, Firma dan persekutuan
komanditer) sedangkan perkumpulan yang berbadan hukum meliputi perseroan terbatas, koperasi
dan perkumpulan saling menanggung. Sedangkan perkumpulan dalam arti sempit ialah
perkumpulan yang lazim disebut Vereniging seperti perkumpulan yang diatur dalam KUH Perdata
Buku Ketiga Bab IX, Stb. 1870-64 dan Stb. 1939-570 adalah perkumpulan yang tidak termasuk
dalam bidang hukum dagang, contohnya adalah perkumpulan anggota KBS (Kebon Binatang
Surabaya ).

48 Karena bentuk usaha bersama di Indonesia tidak diatur dalam peraturan perundang-
undangan secara khusus, layaknya bentuk badan hukum lain di Indonesia. Maka AJB Bumiputera
1912 sebagai satu-satunya perusahaan asuransi yang menerapkan bentuk usaha bersama pertama
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Perkumpulan Indonesia ini diatur dalam Sth. 1939 Nomor 570 Jo 717 dimana
dalam ordonantie itu pada mulanya hanya berlaku terbatas untuk Jawa dan
Madura, kemudian dengan adanya Stb.1942-13 Jo 14 diperluas sampai seluruh
Indonesia. Permohonan untuk mendapatkan pengakuan sebagai badan hukum,
dilakukan oleh pengurus perkumpulan, baik secara diajukan secara tertulis atau
lisan kepada ketua pengadilan negeri di daerah kekuasaannya, dimana
perkumpulan tersebut didirikan, dengan disertai dengan nama-nama dari anggota-
anggota pengurus, tujuan dan tempat kedudukan perkumpulan tersebut (Pasal 8
ayat 1). Kepada permohonan tersebut juga diperlukan Anggaran Dasar beserta
risalah rapat yang menjelaskan bahwa Anggaran Dasar tersebut telah ditetapkan
oleh rapat anggota (Pasal 8 ayat 2). Anggaran Dasar tersebut diantaranya memuat
tentang :

a. Nama dan tujuan perkumpulan beserta tempat kedudukan dari
perkumpulan

b. Bidang usaha dan tujuan dari perkumpulan

¢. Nama-nama dari anggota dari perkumpulan tersebut beserta ketentuan
bahwa anggota perkumpulan tersebut merupakan orang-orang bumiputera.

d. Susunan pengurus dan ketentuan bahwa semua anggota pengurus harus
merupakan anggota dari perkumpulan

e. Ketentuan tentang siapa yang berwenang mewakili perkumpulan didalam
maupun diluar hukum

f Ketentuan bahwa para pengurus setiap tahun berkewajiban memberikan
pertanggung-jawaban tentang keadaan keuangan dan peraturan tentang
bagaimana caranya melakukan pertanggung-jawaban tersebut

g Hak dan kewajiban para anggota dan dengan cara bagaimana keanggotaan
dapat diperoleh dan diakhiri

kali dan mungkin hanya AJB Bumiputera 1912 satu-satunya perusahaan di bidang usaha
perasuransian yang menerapkan bentuk tersebut, maka dalam penulisan hukum ini, saya
menggunakan paraturan perusahaan termasuk anggaran dasarnya beserta perjanjian-perjanjian
yang dibuat perusahaan kepada nasabahnya serta landasan hukum operasional perusahaan sebagai
pembandingnya, mengingat peraturan secara khusus oleh pemerintah belum ada Hal itu juga
didukung oleh R. Mashudi, dan M. Chidir ali, dalam bukunya yang berjudul Hukum Asuransi,
Mandar Maju, Bandung, 1998, hal.9-10.
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h. Pengunaan dari keuntungan yang ada pada waktu pembubaran

i. Ketentuan kapan berakhirnya perkumpulan2

Kedudukan dari badan hukum baru diperoleh, setelah penandatanganan
anggaran dasar sesuai dengan yang termaktub dalam Pasal 16 dan setelah
anggaran dasar memenuhi prosedur-prosedur yang telah dipersyaratkan dalam
Pasal 13. 14, dan 16 dalam ordonantie tersebut.’” Kemudian perkumpulan yang
telah diakui kedudukan badan hukumnya ini, harus didaftarkan dalam suatu
register khusus pada kepaniteraan Pengadilan Negeri dan diumumkan dalam
Berita Negara (Pasal 18-19). Sedangkan pengakuan dari badan hukum
perkumpulan tersebut ditolak jika bertentangan dengan ketertiban umum,
kesusilaan atau undang-undang (Pasal 8 ayat 6). Kedudukan badan hukum
perkumpulan juga diperkuat dan dipertegas dalam Pasal 2 ayat 1 ordonantie ini,
disebutkan bahwa perkumpulan Indonesia yang terdaftar, adalah badan hukum.
Namun demikian dalam beberapa pasal berikutnya menyebutkan bahwa
perkumpulan tersebut harus memenuhi syarat dari badan hukum diantaranya harus
mempunyai kekayaan sendiri (Pasal 3 ayat 1). Para anggota tidak bertanggung
jawab secara pribadi untuk perikatan-perikatan yang dilakukan oleh perkumpulan
(Pasal 3 ayat 2). Perkumpulan mempunyai hak dan kewajiban hukum sendir,
dimana perbuatan hukumnya dilakukan oleh pengurusnya sebagai organ (Pasal 6).
Selain itu juga untuk dapat disebut sebagai perkumpulan yang berbadan hukum

maka menurut pendapat /. M.N Purwosutijpto, berdasar analisa menurut prosedur

¥ Anggaran Dasar tersebut haruslah telah memuat ketentuan sekurang-kurangnya adalah
sesuai dengan Pasal 8 ayat 2 seperti yang telah disebutkan diatas. Anggaran Dasar tersebut telah
disahkan untuk kemudian didaftarkan dan diumumkan.
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terjadinya suatu perkumpulan, maka terlihatlah adanya beberapa perbuatan dan
peristiwa dengan urutan sebagai berikut
a. Adanya beberapa orang yang sama-sama mempunyai kepentingan terhadap
sesuatu, misalnya olah raga, pertanggungan.
b. Beberapa orang yang berkepentingan tersebut berkehendak (bersepakat) untuk
mendirikan perkumpulan tersebut.
c¢. Tujuan mendirikan perkumpulan tersebut ialah untuk saling menanggung
anggota-anggotanya.
d Untuk melakukan tujuan bersama tersebut mereka mengadakan kerja sama
dalam lingkungan perkumpulan.
Jadi dalam hal ini ada 4 unsur untuk dapat terjadinya suatu perkumpulan, yaitu
kepentingan bersama, kehendak bersama, tujuan bersama, dan adanya kerja sama.
Hal tersebut jika dianalogikan dengan bentuk usaha bersama, yang dalam hal
ini saya ambil dari contoh bentuk usaha bersama AJB Bumiputera 1912, maka
segala proses tentang pengakuan, pengesahan, pendaftaran dan pengumuman
seperti dalam UUPT , UU Koperasi, UU Yayasan dan Ketentuan Perkumpulan
Berbadan Hukum tersebut diatas adalah telah dilakukan oleh AJB Bumiputera
1912 dan telah memenuhi syarat untuk dapat menjadi badan hukum yang
sempurna. Karena seperti yang telah saya jelaskan dalam karakteristik dari bentuk
usaha bersama AJB Bumiputera 1912 sebagai badan hukum, maka hal tentang
pengakuan, pengesahan, pendaftaran dan pengumuman tersebut telah memenuhi
syarat dan telah dilakukan oleh AJB Bumiputera 1912 sebagai satu-satunya
perusahaan asuransi jiwa yang berbentuk usaha bersama atau mutual. Hal tersebut
dapat dilihat dalam mukadimah ( pembukaan) Anggaran Dasar AJB Bumiputera
1912 Paragraf ke-7 dijelaskan bahwa Anggaran Dasar OL.Mij. PGHB atau

Maskapai Asuransi Djiwa Boemipoetra 1912 atau yang namanya sekarang adalah

AJB Bumiputera 1912 sejak awal berdirinya dengan Akta Notaris De Hondl yang
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disahkan berdirinya berdasarkan surat sekretaris Gubernur Jendral Hindia Belanda
tanggal 6 April 1915. Kemudian beberapa kali mengalami perubahan dan
namanya berubah menjadi Maskapai Asuransi Djiwa Boemipoetra 1912 yang
anggaran dasarnya telah disefujui dan disahkan oleh Badan Pengawas
Pertanggoengan Djiwa menurut ketetapannya tanggal 29 Juni 1956 Nomor
94/451.7. Kemudian mengalami perubahan menjadi Anggaran Dasar 1967 yang
disahkan oleh Diresuransian Departemen Keuangan Republik Indonesia tanggal 9
Desember 1966 No D.A.D/05/66 didaftarkan di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta
Nomor 1782 yang dimuat dan diumumkan dalam Berita Negara Tahun 1967
Nomor 16 Tambahan Berita Negara tanggal 12 Desember 1967 Nomor 99. dapat
disimpulkan bahwa berdirinya AJB Bumiputera 1912 telah melalui mekanisme
pengakuan, pengesahan, pendaftaran dan pengumuman, sebagaimana layaknya

bentuk badan hukum PT, Koperasi, Yayasan dan Perkumpulan Berbadan Hukum.
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BAB 111

KARAKTERISTIK PENYELENGGARAAN USAHA BERSAMA
ASURANSI JIWA BUMIPUTERA 1912
SEBAGAI BENTUK BADAN HUKUM

3.1.Motivasi Pembentukan Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912
AJB Bumiputera 1912 sebagai suatu perusahaan yang berbentuk usaha

bersama pertama dan satu-satunya di Indonesia yang bergerak dalam bidang
asuransi jiwa sebagai pusat utama bisnisnya. Dilahirkan empat tahun setelah
berdirinya Budi Utomo, sebuah gerakan nasional yang merupakan sumber
inspirasi para pelopor berdirinya Bumiputera. Didirikan di kota Magelang Jawa
Tengah pada tanggal 12 Pebruari 1912 dengan nama Onderlinge
Levensverzekering Maatscappij Persatuan Guru Hindia Belanda atau disingkat
O.LMi).PGHB. Mas Ngabehi Dwidjosewojo seorang guru sekolah dan
Yogyakarta yang menjadi Sekretaris pertama pengurus besar Budi Utomo
mempelopori berdirinya organisasi yang kemudian menjadi nama AJB
Bumiputera 1912 bersama-sama dengan M.K.H. Soebroto dan M. Adimidjjojo
masing-masing menjabat sebagai Direktur dan Bendahara pada awal berdirinya
AJB Bumiputera 1912 dengan pemegang polisnya adalah para anggota dari
Persatuan Guru Hindia Belanda ( PGHB).

AJB Bumiputera 1912 memulai usahanya tanpa dukungan modal atau dapat
dikatakan tanpa modal awal seperti layaknya bentuk usaha perseroan terbatas atau
bentuk badan hukum lainnya. Pembayaran premi pertama oleh para pendiri dan
para anggota PGHB tersebut dapat diasumsikan merupakan modal awal dari

perusahaan ini. Pada awal beroperasinya perusahaan tersebut diberlakukan
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ketentuan bahwa ganti rugi atau klaim yang terjadi tidak akan diberikan kepada
ahli waris dari pemegang polis yang meninggal sebelum polisnya berjalan selama
tiga tahun penuh. Dengan demikian AJB Bumiputera 1912 mengandalkan
pembayaran premi asuransi sebagai modal kerja perusahaan. Di samping itu para
pengurus pada saat itu tidak menerima honorarium, sehingga mereka bekerja
secara sukarela demi kelancarann dan kemajuan perusahaan untuk mendukung
perekonomian bangsa Indonesia saat itu. Tujuan utama dari pembentukan AJB
Bumiputera 1912 adalah bukan untuk mencari keuntungan atau dapat dikatakan
prioritas utamanya bukan mencari keuntungan (non profit orientied) sesuai
dengan ciri khas dari bentuk usaha bersama itu sendiri. Tetapi walaupun begitu
untuk menjalankan perusahaan pastinya perlu adanya modal atau dana operasional
untuk dapat mengembangkan dan memajukan perusahaan.

Pada mulanya perusahaan ini hanya melayani para anggota dari guru sekolah
Hindia Belanda, kemudian perusahaan tersebut memperluas pangsa pasarnya tidak
hanya para guru sekolah Hindia Belanda tetapi seluruh rakyat dari berbagai
kalangan dan mengganti nama menjadi O.L.Mij.Bumiputera, yang sekarang ini
lebih dikenal dengan nama Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 atau
disingkat dengan AJB Bumiputera 1912. Perusahaan ini juga mendapatkan modal
bantuan dari Pemerintah Hinda Belanda yang diberikan setiap bulan sebesar 300
(tiga ratus) Gulden. 50 Mulai dari bulan Oktober 1913 sampai dengan akhir tahun
1923. O.L.Mij. Bumiputera ini didirikan dengan Akta Notaris De Hondt

berkedudukan di Yogyakarta yang merupakan bentuk usaha yang sah menurut

* Mata uang Hindia Belanda .
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hukum sebagaimana hak dan kewajiban Perseroan Terbatas (PT) yang diakui
eksistensinya sebagai badan hukum berdasarkan Pasal 10 Keputusan Kerajaan
Hindia Belanda tanggal 28 Maret 1870 Nomor 2 Stb.64 sesuai dengan Surat

Keputusan Sekretaris Gubernur Jenderal Hindia Belanda tanggal 6 April 191 5§

3.2. Riwayat Badan Perwakilan Anggota (BPA)

Badan Perwakilan Anggota atau disingkat dengan BPA ini merupakan organ
tertinggi dari AJB Bumiputera 1912. Sebagai organ tertinggi, tentunya BPA
berwenang dalam menentukan pokok-pokok kebijaksanaan perusz’lhaan.52 Dalam
praktik penyelenggaraan usaha bersama asuransi jiwa (mutual), terdapat
perbedaan antara satu negara dengan negara lainnya, karena perbedaan
perundang-undangan yang berlaku di masing-masing negara. Bahkan dalam satu
negara yang berlaku satu undang-undang asuransi jiwa, perbedaan
penyelenggaraan oleh perusahaan asuransi jiwa di negara tersebut masih
dimungkinkan.”

Perusahaan-perusahaan usaha bersama asuransi jiwa di Eropa dan Amerika,
umumnya menganut prakitik rapat pemegang polis alau rapat anggold sebagai
organ tertinggi perusahaan. Oleh karena tidak semua pemegang polis dapat hadir
dalam rapat tersebut, bahkan tidak mungkin dikarenakan jumlah pemegang polis
yang mencapai ratusan ribu bahkan jutaan orang. Maka ditentukan kuorum yang

menentukan sah tidaknya suatu rapat pemegang polis sesual dengan anggaran

51 Mukadimah Anggaran Dasar AJB Bumiputera 1912 paragraf kedua dan ketiga

2 Hal ini akan dijelaskan lebih lanjut dalam sub bab mengenai susunan organ dari AIB
Bumiputera 1912. Terutama mengenai perbeedaannya dengan susunan organ pada bentuk PT.

 Bumiputera, op cit, hal 85.
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. Pemegang polis atau dalam hal ini adalah anggota / peserta asuransi dianggap
sebagai pemilik perusahaan.
2. Pemegang polis sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, yang menentukan
garis besar kebijakan penyelenggaraan usaha asuransi jiwa.
3. Kekuasaan tertinggi dari pemegang polis dituangkan dalam bentuk rapat
pemegang polis melalui perwakilan pemegang polis.
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Ad. 1. Pemegang polis asuransi dianggap sebagai pemilik perusahaan

Kedudukan pemegang polis dalam bentuk usaha bersama adalah tertinggi dari
organ lainnya. Pemegang polis ini diwakili oleh para pemegang polis lainnya yang
seringkali disebut dengan Badan Perwakilan Anggota (BPA). Para pemegang
polis ini adalah sebagai pemegang saham seperti layaknya bentuk usaha perseroan
terbatas, jadi dapat dianggap pemegang polis ini turut andil dalam kepemilikan
perusahaan seperti yang telah dijelaskan dalam salah satu ciri dari bentuk usaha
bersama dalam tulisan sebelumnya, bahwa bentuk usaha bersama ini didirikan
tanpa modal awal, dimana modal didapat dari para pemegang polis yang

membayarkan preminya kepada perusahaan.

Ad. 2. Pemegang polis sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam bentuk
usaha bersama
Para pemegang polis tersebut diwakili oleh suatu badan yang disebut badan
perwakilan anggota. Masing-masing daerah memiliki wakil dalam BPA tersebut.
Hal ini seperti layaknya dewan perwakilan rakyat dalam suatu negara. BPA
sebagai perwujudan dari para peserta dalam hal ini para pemegang polis. Hal ini
dilakukan karena jumlah pemegang polis tersebut berjumlah ratusan ribu bahkan

jutagn seftingga tidak mungkin seluruh anggota ikut andil dalam pengambilan
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kebijakan perusahaan. Jadi tiap pemegang polis tadi memberikan suaranya
terhadap wakil dari BPA yang terpilih. Wakil itulah yang mewakili segala aspirasi
dari para pemegang polis lainnya. Para anggota BPA yang terpilih dari masing-
masing daerah ini akan memilih satu orang ketua BPA dalam rapat BPA yang
akan menentukan direksi dan mengatur segala kebijakan perusahaan sesuai
dengan kewenangannya seperti yang telah tercantum dalam Anggaran Dasar

perusahaan.

Ad. 3. Kekuasaan tertinggi dari pemegang polis dituangkan dalam bentuk rapat
pemegang polis melalui perwakilan pemegang polis.

Kekuasaan tertinggi AJB Bumiputera 1912 dilaksanakan oleh rapat anggota
yang diadakan tiap tahunnya. Sahnya rapat anggota tersebut ditentukan dengan
kuorum vaitu jumlah minimal anggota yang hadir dalam rapat tersebut. Cara ini
kemudian menimbulkan masalah karena banyaknya anggota pemegang polis yang
hadir, sehingga masalah tempat penyelenggaraan rapat sudah menimbulkan
problem tersendiri. Belum lagi mengatur jalannya rapat yang dihadiri oleh
ratusan ribu anggota. Dalam sejarahnya AJB Bumiputera 1912 pernah
menyelenggarakan rapat anggota di sebuah Gedung Bioskop Soboharsono di
Yogyakarta, yang merupakan salah satu temp8at terbesar waktu itu. Dari
permasalahan iti di tentukanlah solusi yang tepat adalah dengan sistem
perwakilan, sehingga rapat anggota merupakan perwujudan dari kekuasaan
tertinggi di perusahaan, yang berlaku efektif sejak tahun 1956. Seperti yang telah

dijelaskan diatas bahwa karena para pemegang polis dianggap sebagi pemilik
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perusahaan dan para pemegang polis memiliki peran besar dalam mengambil
kebijakan perusahaan, maka relevansi dari penjelasan diatas tadi adalah bahwa
pemegang polis memiliki kekuasaan tertinggi yang diaplikasikan kedalam bentuk

rapat pemegang polis melalui perwakilannya.

3.3. Landasan Hukum Penyelenggaraan AJB Bumiputera 1912

Sesuai dengan penjelasan dalam Bab II tulisan ini, disebutkan bahwa AJB
Bumiputera 1912 merupakan bentuk usaha yang berbadan hukum Indonesia. Hal
ini juga tercantum dalam Anggaran Dasar AJB Bumiputera 1912 dalam Pasal 1
ayat | perihal nama perusahaan :

“ Perusahaan ini bernama Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 (dalam
bahasa Inggrisnya Bumiputera 1912 Mutual Life Insurance Company) yang
merupakan kelanjutan dari Onderlinge Levenverzekering Maatschappij (O.L. Mij)
Boemi Poetra Berbadan Hukum, selanjutnya disingkat Bumiputera 1912.”

Konsekuensi dari bentuk badan hukum itu sendiri adalah bahwa AJB
Bumiputera 1912 merupakan suatu badan yang memiliki hak dan kewajiban
seperti layaknya orang-perseorangan atau Naturlijk Persoon. Yang dapat
melakukan hubungan hukum, sehingga dapat dikatakan bahwa badan hukum itu
dapat mengambil alih suatu hak dari subyek hukum lainnya seperti hainya orang-
perseorangan atau manusia dengan manusia lainnya.”

Adapun beberapa landasan hukum pelaksanaan Asuransi Jiwa Bersama

Bumiputera 1912 adalah sebagai berikut :

% Ali Rido, op.cit hal 7-8.
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a. Uit Het Register der Besluiten Van den Gouverneur Generaal Van
Nederlandsch Indie. Berdasar artikel 10 Van Het Koninklijk Besluit Van 28
Maart 1870 Nomor 2 (Staatsblad 64). Pasal | dan Pasal 10 keputusan kerajaan
Hindia Belanda tanggal 28 Maret 1870 nomor 2 Staatsblad 64.”7 Sesuai
dengan Surat Sekretaris Gubernur Jenderal Hindia Belanda tanggal 6 April
1915. yang merupakan akta pendirian dari AJB Bumiputera 1912 dan
diakuinya bentuk usaha bersama (mutual) sebagai badan hukum oleh
Pemerintah Hindia Belanda.

b. Undang-undang tentang Usaha Asuransi Jiwa (Ordonantie op het
Levesverzekering bedriijf) 15 April 1941 LN (Stb.1941-101) diundangkan
tanggal 1 Mei 1941, Bab II Pasal 20 disebutkan bahwa Usaha Bersama
sebagai badan hukum. Beserta peraturan pelaksanaannya (verordening op het
levensverzekering beedrijf) 19 April 1941 yang diundangkan tanggal I Mei
19417

c. Anggaran Dasar Maskapai Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 OL.MIJ
Bumiputera 1912 tanggal 30 Januari 1955, disahkan oleh Badan Pengawas

Pertanggungan Jiwa, tanggal 29 Juni 1956 Nomor 947451.

57 pasal 1 Stb. 1870-64 disebutkan bahwa “Tiada perkumpulan orang-orang diluar yang
dibentuk menurut peraturan umum, bertindak sebagai badan hukum kecuali setelah diakui oleh
Gubernur Jendral atau oleh pejabat yang ditunjuk oleh Gubernur Jendral.

% Bunyi Pasal 20 Ordonantie Asuransi Jiwa adalah sebagai berikut bahwa perusahaan
asuransi jiwa hanya boleh diselenggarakan dengan bentuk perseroan terbatas dan perusahaan
bersama (mutual) menurut Kitab Undang-undang Hukum Dagang dan oleh maskapai andil
Indonesia yang dalam hal itu perusahaan tersebut adalah badan hukum menurut hukum di tempat
kedudukannya. “Het levensverzekeringbedrijf mag vitsluitend door naamlooze venmootscappeit,
door onderlinge maatschappijen in den zon van het Wetthoek van Koophandel eh door
Indonesische maatscappijen op aandeelen wordden uitgeoefend tenzij de onderneming buiten het
koninkrijk is gevestigd in welkgeval zij naar het reecht van de plaats van vestiging rechis persoon
moel zijn”.
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d. Anggaran Dasar Nomor 16 Tahun 1967 yang disahkan oleh Pemerintah
Republik Indonesia tanggal 9 Desember 1966 melaiui penetapan sidang
majelis perwakilan anggota tanggal 27-29 Oktober 1966 melalui pendaftaran
Notaris tanggal 18 Oktober 1967 ke Pengadilan Negeri Jakarta nomor 1782
serta diberitakan melalui Tambahan Berita Negara (TBN) Republik Indonesia
TBN RI Nomor 99 tanggal 12 Desember 1967 .

e. Perubahan Anggaran Dasar AJB Bumiputera 1912 tanggal 3 Nopember 1984.

f. Perubahan Anggaran Dasar AJB Bumiputera 1912 tanggal 6 September 1993.

g Perubahan Anggaran Dasar AJB Bumiputera 1912 tanggal 28 Agustus 1995.

h. Perubahan Anggaran Dasar AJB Bumiputera 1912 tanggal 29 Nopember
1995.

i. Perubahan Anggaran Dasar AJB Bumiputera 1912 tanggal 31 Juli 1996.

j. Perubahan Anggaran Dasar AJB Bumiputera 1912 tanggal 15 Agustus 1998 .

k. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang usaha perasuransian dalam
Pasal 7 ayat | disebutkan bahwa “ Usaha perasuransian hanya dapat dilakukan
oleh badan hukum vyang berbentuk diantaranya perusahaan perseroan,
koperasi, perseroan terbatas dan usaha bersama atau mutual.”’

I. Pasal 246-308 KUHD khususnya pada Pasal 302-308 Buku Ke-1 Bab X

KUHD tentang pertanggungan jiwa.

¥ Ketentuan mengenai usaha perasuransian yang berbentuk usaha bersama (mutual)
rencananya akan diatur dalam suatu peraturan perundangg-undangan secara khusus. Namun
sampai sekarang ini ketentuan mengenai praktik perasuransian dalam bentuk usaha bersama
masih belum ada pengaturannya secara khusus.
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m. Pasal II Aturan Peralihan Undang-undang Dasar 1945 disebutkan juga bahwa
segala badan negara dan peraturan yang ada, masih langsung berlaku, selama
belum diadakan yang baru menurut UUD 1945 ini.%

n. Selain beberapa peraturan tersebut diatas. Segala perjanjian yang dibuat
didasarkan atas asas kebebasan berkontrak. Sesuai dengan Pasal 1338 BW Jo
Pasal 1337 BW yaitu semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai
undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Perjanjian yang dibuat
tersebut juga harus sesuai dengan undang-undang dan tidak menyimpangi dari
asas ketertiban umum dan kesusilaan, serta harus sesuai dengan syarat sahnya

suatu perjanjian sesuai dengan Pasal 1320 BW.!

3.4.Perbedaan Bentuk Usaha Asuransi Jiwa Bumiputera 1912 dengan

Bentuk Perseroan Terbatas (PT)

a. Susunan organisasi

Ketentuan mengenai susunan organisasi AJB Bumiputera 1912 ini memiliki
perbedaan dengan susunan organisasi bentuk badan hukum PT. Perbedaan
susunan organisasi dari AJB Bumiputera 1912 dengan bentuk PT adalah adanya
organ Badan Perwakilan Anggota (BPA) pada bentuk usaha bersama (mutual)

AJB Bumiputera 1912 yang tidak dimiliki oleh PT. BPA dalam bentuk usaha

©  peraturan Presiden (Penpres) Nomor 2 Tahun 1945 yang ditetapkan tanggal 10 Oktober
1945 diumumkan tanggal 16 Okktober 1945 “ Bahwa untuk menertibkann masyarakat, bersandar
atas aturan peralihan UUD 1945 Pasal 1I-IV kami presiden menetapkan peraturan sebagai
berikut Pasal 1 segala badan negara dan peraturan yang ada sampai berdirinya negara Republik
Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, selama belum diadakan yang baru menurut UUD 1945
masih berlaku asalkan tidak bertentangan deengan UUD tersebut”.

o1 pasal 1320 BW syarat sahnya perjanjian: sepakat mereka yang mngikatkan dirinya,
kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu dan suatu sebab yang diperboiehkan

SKRIPSI BENTUK USAHA BERSAMA ASURANSI JIWA... ANDRI WARTONO A.S



IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 51

bersama merupakan organ tertinggi. BPA inilah yang merupakan representative
dari para pemegang polis atau para nasabah atau anggota dari AJB Bumiputera

1912, yang menentukan pokok-pokok kebijaksanaan perusahaaan dan

mengadakan pengawasan umum. BPA juga mempunyai kewenangan dalam
menetapkan dan mengesahkan anggota BPA pengganti. Dalam pelaksanaan
fungsinya, BPA dibantu oleh sekretariat BPA yang merangkap sebagai sekretariat
dewan komisaris. Anggota BPA terdiri dari sekurang-kurangnya 10 (sepuluh)
anggota yang dipilih dari dan oleh anggota AJB Bumiputera 1912 dan salah satu
diantaranya dipilih menjadi ketua BPA.* Perbedaan dengan PT disini adalah
kedudukan organ tertinggi pada PT ada pada Rapat Umum Pemegang Saham
(RUPS). Dalam Pasal 63 ayat | UUPT disebutkan bahwa RUPS mempunyai
segala kewenangan vang tidak diberikan kepada Direksi atau Komisaris dalam
batas-batas vang ditentukan dalam undang-undang ataupun Anggaran Dasar.
Dalam UUPT tidak ditentukan batas minimal pemegang saham. Pemegang saham
akan mendapat deviden atau laba jika perusahaan mengalamai profit, perbedaan
disini pada BPA. BPA tidak mendapat laba dari perusahaan tetapi ia mendapat
laba kapasitasnya sebagai pemegang polis atau anggota dari AJB Bumiputera
1912, Pada bentuk PT pemegang saham merupakan pemilik perusahaan
sedangkan pada bentuk usaha bersama anggota atau pemegang polis ikut sebagai
pemilik perusahaan. Jika terjadi risiko anggota juga ikut menggung kerugian

tersebut sebatas premi yang ia i:fa}yarkan.63 Sedangkan mengenai dewan direksi

62 pasal 6 dan 7 Anggaran Dasar AJB Bumiputera 1912 . '
63 Hal tersebut berlaku jika dana cadangan nmum dan khusus perusahaan AJB Bumiputera

1912 tidak mencukupi.
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dan dewan komisaris pada bentuk uaha bersama, sebagian besar mengenai fungsi,
tugas dan wewenangnya adalah sama dengan bentuk PT. Jadi dapat disimpulkan

disini bahwa susunan organ yang membedakan dengan bentuk PT adalah adanya

BPA pada bentuk usaha bersama, yang merupakan organ tertinggi pada bentuk
usaha bersama. Secara garis besar susunan organ pada bentuk usaha bersama
adalah BPA, Dewan Direksi dan Komisaris. Sedangkan pada PT adalah Rapat
Umum Pemegang Saham (RUPS) sebagai organ tertingginya, Dewan Direksi
sebagai pengelola perusahaan dan Komisaris sebagai fungsi pengawasan pada
direksi.”*

b. Status harta kekayaan (Permodalan)

Perbedaan yang mendasar disini mengenai status harta kekayaan pada bentuk
usaha bersama dengan bentuk PT adalah mengenai adanya modal dasar modal
disetor dan modal ditempatkan seperti yang tercantum dalam Pasal 24, 25 dan 26
Undang-undang Nomor 1 tahun 1995 tentang PT (disingkat UUPT). Pada bentuk
usaha bersama tentang modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor tidak
dikenal. Bahkan awal berdirinya AJB Bumiputera 1912 adalah tanpa adanya
modal dasar atau modal awal. Disebutkan dalam Pasal 4 Anggaran Dasar AIB
Bumiputera 1912, ayat | bahwa Ol. Mij. PGHB berdiri tanggal 12 Pebruari 1912
tanpa adanya modal dasar, ayat 2 disebutkan juga bahwa modal didapat dan
bantuan Pemerintah Hindia Belanda yang diterima setiap bulan sebesar F300 (tiga

ratus gulden) mulai bulan Oktober 1913 sampai dengan akhir tahun 1923. Hal

64 Tugas, fungsi dan kewenangan dewan direksi dan dewan komisaris pada bentuk usaha
bersama sebagian besar adalah sama dengan bentuk Perseroan Terbatas.
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inilah yang menjadikan perusahaan AJB Bumiputera 1912 sebagai salah satu

bentuk perusahaan perjuangan dan satu-satunya bentuk usaha bersama (mutual) di
Indonesia .

Jika dikaitkan dengan adanya kekayaan yang dipisahkan.” Maka AJB
Bumiputera 1912 juga sudah memenuhi akan hal tersebut, karena harta yang
didapat dari pemasukan para anggota dalam rangka pembayaran premi merupakan
pemisahan dari harta kekayaan yang dimiliki anggota dengan perusahaan sesuai
dengan tujuan tertentu. Harta kekayaan ini memang diadakan dan diperlukan
sebagai alat untuk mengejar suatu tujuan tertentu dalam hubungan hukumnya.
Dengan demikian harta kekayaan menjadi obyek tuntutan tersendiri dalam dari
pihak-pihak ketiga yang mengadakan hubungan hukum dengan badan hukum
tersebut. Karena itu badan hukum mempunyai pertanggung jawaban tersendiri,
walaupun harta kekayaan tersebut barasal dari pemasukan para anggota namun
harta kekayaan tersebut terpisah sama sekali dengan harta kekayaan masing-
masing anggotanya.“' Salah satu bukti adanya harta kekayaan yang dipisahkan
dalam perusahaan tersebut adalah terlihat dalam anggaran dasarnya yaitu dalam
Pasal 28 mengenai laporan tahunan neraca dan perhitungan laba rugi ayat 2
disebutkan bahwa pada akhir setiap masa pembukuan disusun neraca yang
memuat penjelasan atas kekayaan AJB Bumiputera 1912 dan perhitungan
laba/rugi yang memberikan gambaran secara jelas mengenai hasil-hasil selama

masa kerja tahun yang lalu. Laporan keuangan tersebut juga akan diperiksa oleh

6 Merupakan salah satu ciri doktrin dari bentuk usaha yang diakui sebagai badan hukum
% Al Rido, ap.cit, Hal 50.

SKRIPSI BENTUK USAHA BERSAMA ASURANSI JIWA... ANDRI WARTONO A.S

,—#




IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 54

akuntan publik pada setiap akhir tahun buku untuk mengetahui tingkat kesehatan
perusahaan itu sendiri secara transparasi seperti yang tercantum dalam Pasal 29
Anggaran Dasar. Kemudian dalam Pasal 31 tentang pembagian laba juga
disebutkan dalam ayat 3 bahwa Laba seperti tersebut dalam neraca dan
perhitungan laba/rugi yang telah disahkan dalam sidang tahunan BPA akan
dibagikan kepada para pemegang polis dengan hak pembagian laba sebesar 80 %
dan 20 % nya untuk dana cadangan baik itu cadangan umum, dana jaminan
beasiswa dan sumbangan.®’

Sedangkan pada bentuk PT ketentuan tentang modal diatur tersendiri dalam
Pasal 24-Pasal 41 UUPT. Disebutkan dalam Pasal 24 UUPT bahwa modal dasar
perseroan terdiri atas seluruh nilai nominal saham. Dalam Pasal 45 UUPT
disebutkan bahwa setiap saham memberikan kepada pemiliknya hak yang tidak
dapat dibagi. Maksudnya disini bahwa dengan adanya saham, maka pemilik
saham akan mendapat hak suara dalam RUPS, sedangkan pada bentuk usaha
bersama setiap pemegang polis mempunyai hak suara melalui perwakilan dalam
hal ini adalah BPA. PT merupakan kumpulan dari modal yang tujuan utamanya
adalah untuk mengejar laba yang mana akan dibagi dalam bentuk deviden kepada
para pemegang saham. Pada bentuk usaha bersama laba yang di dapat, akan

dibagikan kembali kepada anggota dalam hal ini para pemegang polis. Berikut

" Dana cadangan wmum adalah cadangan yang dibentuk guna menutup kerugian yang
mungkin terjadi, dana jaminan adalah dana yang dibentuk nntuk menamhah iaminan kewaiihan
AJB Bumiputera 1912 terhadap para pemegang polis sedangkan dana beasiswa dan sumbangan
adalah dana yang disediakan untuk memberikan beasiswa dan sumbangan yang bersifat sosial
kemanusiaan.
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akan dijelaskan mengenai perbedaan permodalan bentuk usaha bersama dengan

PT melalui bagan dibawah int1 :

PEMEGANG SAHAM MUTUAL
(USAHA BERSAMA)
Modal l T {.aba Modal 4 upP
Premi Laba

v

PEMEGANG

et T l - POLIS
PEMEGANG
POLIS

UP : Uang Pertanggungan yaitu sejumlah uang yang akan dibayarkan kepada
para pemegang polis asuransi jika terjadi kematian atau terkait dengan hidup
matinya calon tertanggung ataupun sudah habis kontrak atau jatuh tempo jika
tertanggung masih hidup. Hal ini sudah tercantum dalam polis pembayaran.

Premi: Merupakan pembayaran atau salah satu dari rangkaian pembayaran
dari pemegang polis kepada badan untuk menjamin berlangsungnya suatu polis.

Polis -Surat perjanjian yang memuat perjanjian asuransi jiwa antara pemegang
polis dengan badan atau dapat dikatakan sebagai bukti para pemegang polis
bahwa dirinya ikut asuransi jiwa karena polis ini merupakan syarat khusus yang
harus ada dalam pengajuan klaim asuransi ataupun jika jangka wakktunya habis.

Pemegang polis: Seseorang atau suatu lembaga yang mengadakan perjanjian
asuransi jiwa dengan badan atau yang menggantikannya (ahli waris/

tertunjuk/tertanggung).

Pemegang saham : Seseorang atau lembaga yang memiliki saham suatu PT

SKRIPSI BENTUK USAHA BERSAMA ASURANSI JIWA... ANDRI WARTONO A.S




IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 56

Bagan asuransi jiwa pada bentuk PT (Perseroan Terbatas) tersebut diatas dapat
dijelaskan bahwa Pemegang saham adalah sebagai pemilik perusahaan dimana
laba yang diperolah akan dibagikan kepada para pemegang saham PT. Karena
para pemegang sahamlah yang memberikan modal bagi pengelolaan perusahaan.
Para pemegang saham dalam PT tersebut jika mendapat laba atau keuntungan
akan dibagikan kepada para pemegang saham. Sedangkan pemegang polis hanya
mendapat uang pertanggungan yang telah disepakati bersama antara perusahaan
dengan para pemegang polis mengenai besarnya jumlah uang pertanggungan, atas
partisipasinya ikut asuransi jiwa dengan kewajiban atas pembayaran premi
asuransi.

Pemegang saham dengan pemegang polis tidak ada hubungan hukum, karena
pemegang polis hanya mengikatkan hubungan hukum dengan pihak perusahan
dalam hal ini PT atas dasar perjanjian asuransi jiwa dimana pemegang polis
sebagai nasabah atau klien dari perusahaan asuransi jiwa. Pemegang saham ada
hubungan hukum dengan PT yaitu pemegang saham sebagai pemilik perusahaan.

Sedangkan pada bentuk usaha bersama, seperti yang tercantum dalam bagan
diatas bahwa pemilik perusahaan adalah pemegang polis. Modal didapat dari para
pemegang polis melalui pembayaran premi asuransi dan jika perusahaan
mendapat laba atau keuntungan maka laba tersebut akan dikembalikan kepada
para pemegang polis sebagai pemilik perusahaan. Begitu juga sebaliknya jika
terjadi kerugian maka pemegang polis juga akan menanggung kerugian perusahan
sesuai ketentuan dalam anggaran dasar dan syarat umum dan khusus polis. Dalam

bentuk usaha bersama ini para pemegang polis selain dapat uang pertanggungan,
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juga akan mendapat laba dari perusahaan. Pemegang polis sebagai pemilik
sekaligus juga sebagai nasabah asuransi pada bentuk usaha bersama ini.
Sedangkan masalah praktik di lapangan dan pengelolaan perusahaan hampir
sama khususnya masalah produk asuransi, syarat pengajuan klaim, mulai
berlakunya asuransi sampai pada surat permintaan asuransi jiwa semuanya hampir
sama.”® Perbedaan terjadi pada struktur organ perusahaan, yang berakibat pada

pembagian laba dan jika terjadi adanya kerugian pada perusahaan.

c. Perihal jika terjadi kerugian

Sesuai dengan Pasal 33 Anggaran Dasar disebutkan bahwa jika AJB
Bumiputera 1912 mengalami kerugian maka kerugian yang pertama-tama akan
ditutup dengan dana cadangan umum. Jika masih belum cukup maka akan ditutup
dengan dana jaminan. Dan jika dana jaminan juga tidak bisa menutup kerugian
maka akan diadakan sidang luar biasa BPA guna memutuskan apakah AJB
Bumiputera 1912 dilikuidasi atau akan dilanjutkan berdirinya dengan
mempertahankan bentuk usaha bersama atau bentuk usaha lainnya. Dalam hal
AJB Bumiputera 1912 dilanjutkan berdirinya sedangkan kerugian tersebut tidak
bisa ditutup dengan dana cadangan, maka sisa kerugian dibagi diantara para

anggota dengan mengurangi cadangan premi dari pertanggungannya dan oleh

% Mulai berlakunya perjanjian asuransi sejak tanggal diterbitkannya polis dan kewajiban
membayar premi asuransi yang pertama sudah dipenuhi sesuai dengan Pasal 3 syarat-syarat umum
polis. Ketentuan ini berbeda dengan Pasal 257 KUHD dimana dinyatakan bahwa perjanjian
pertanggungan diterbitkan seketika setelah ia ditutup atau ikut asuransi: hak dan kewajiban
berrimbal-balik dari penanggung dan tertanggung mulai berlaku sejak saat itu , bahkan sebelum
polis ditandatangani.
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karena itu uang pertanggungannya akan diperkecil * Hal itu sesuai dengan prinsip
kegotong-royongan dan kebersamaan dari bentuk usaha bersama itu sendiri yang
mana para pemegang polis adalah sebagai pemilik perusahaan dan mempunyai
kedudukan tertinggi yang dijelmakan kedalam Badan Perwakilan Anggota (BPA).

Sedangkan pada bentuk PT jika terjadi kerugian maka perusahaaniah yang
menanggung kerugian tersebut. Modal / harta kekayaan yang ada pada PT itulah
yang akan digunakan untuk menutup kerugian tersebut. Jika tidak mencukupi
maka dana cadangan perusahaan yang digunakan. Jika masih tidak mencukupi

maka PT tersebut akan dilikuidasi.”

d. Pembubaran dan likuidasi

Pasal 35 Anggaran Dasar dijelaskan bahwa pembubaran AJB Bumiputera
1912 hanya dapat terjadi atas permintaan sekurang-kurangnya Y2 (setengah) dari
seluruh jumlah anggota bumiputera yang mewakili sekurang-kurangnya 2
(setengah) dari seluruh uang pertanggungan dan disetujui oleh sedikitnya % (tiga

perempat) dari jumlah anggota BPA dalam Sidang Luar Biasa BPA."

% Kerugian yang diderita oleh perusahaan pada bentuk usaha bersama, jika dana cadangan
umum dan khusus tidak mencukupi maka BPA akan mengadakan Rapat [imum RPA wvang
membahas tentang kerugian tersebut, apakah perusahaan akan dibubarkan atau dilikuidasi atau
para pemegang polis setuju untuk ikut menggung kerugian yang di derita oleh perusahaan sebatas
besarnya premi yang dibayarkan.

" Jika terjadi likuidasi maka pemegang polis mendapat hak yang paling utama. Diantara hak
hak yang lainnya.

"' Kerugian tersebut jika bukan merupakan faktor kesalahan dari pengelolaan perusahaan, jika
terjadi kesalahan dari pengelolaan perusahaan maka kerugian tersebut menjadi tanggung jawab
setiap anggota direksi sesuai dengan Pasal 26 Anggaran Dasar ayat 2 disebutkan bahwa setiap
anggota direksi bertanggung jawab secara pribadi terhadap kerugian perusahaan yang disebabkan
oleh faktor kesalahan pribadi menyimpang dari Anggaran Dasar. Ayat 3 disebutkan juga bahwa
direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng terhadap kerugian yang diderita akibat
kesalahan pribadi atas pengelolaan perusahaan.
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Dalam hal terjadi pembubaran maka dalam sidang luar biasa akan menunjuk
pihak ketiga sebagai likuidator untuk menyelesaikan likuidasi berdasarkan
ketentuan yang berlaku dan pembubaran AJB Bumiputera 1912 akan diumumkan
disefuruh wilayah Indonesia. Sesudah perhitungan likuidasi disahkan oleh sidang
luar biasa BPA, maka likuidator mendapat pembebasan penuh dari tanggung
jawab likuidasi dan denngan demikian maka pembubaran AJB Bumiputera 1912
dinyatakan telah selesai.”

Sedangkan pada bentuk PT mengenai pembubaran dan likuidasi ini diatur
dalam Pasal 114 sampai dengan Pasal 124 UUPT. Dalam pasal 114 UUPT
disebutkan bahwa perseroan bubar karena keputusan RUPS, jangka waktu
berdirinya telah habis dan penetapan pengadilan. Pasal 76 UUPT disebutkan
bahwa dalam hal penggabungan, peleburan, pengambilalihan, kepailitan dan
pembubaran perseroan keputusan RUPS sah apabila dihadiri oleh pemegang
saham yang mewakili paling sedikit % bagian dari jumlah seluruh saham dengan
hak suara yang sah dan disetujui oleh paling sedikit % bagian dari jumliah suara
tersebut. Dalam hal perseroan bubar maka perseroan tidak dapat melakukan
perbuatan hukum, kecuali diperlukan untuk membereskan kekayaannya dalam
proses likuidasi. Pasal 124 UUPT disebutkan bahwa sisa kekayaan hasil likuidasi
diperuntukkan bagi para pemegang saham. Hal ini berbeda dengan bentuk usaha
bersama, jika terjadi sisa hasil kekayaan likuidasi maka akan dibagi kepada para

pemegang polis bukan pemegang saham. Likuidator dalam hal ini wajib

™ Proses pembubaran dan likuidasi ini sama persis dengan hal terjadinya pembubaran dan
likuidasi pada bentuk usaha perseroan terbatas.
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mendaftarkan dan mengumumkan hasil akhir proses likuidasi kepada masyarakat

luas terutama kepada para kreditornya.

e. Status hukum pemegang polis

Pada bentuk usaha bersama (mutual) pemegang polis merupakan anggota dari
AJB Bumiputera 1912 yang memiliki kedudukan tertinggi yang dalam hal ini
diwakili oleh Badan Perwakilan Anggota. Pemegang polis dalam bentuk mutual
merupakan pemilik sekaligus sebagai tertanggung dari AJB Bumiputera 1912.7
sebagai pemilik pemegang polis berhak mendapatkan laba yang diperoleh oleh
perusahaan, sebaliknya jika terjadi kerugian maka pemegang polis juga ikut
menggung kerugian perusahaan sebatas premi yang ia bayarkan. Sedangkan
sebagai tertanggung ia mendapat hak-hak dan kewajiban sebagaimana layaknya
tertanggung pada bentuk PT. Mengapa disebut sebagai pemilik, karena
pembayaran premi oleh pemegang polis inilah yang digunakan oleh AJB
Bumiputera 1912 sebagai modal perusahaan. Dari pembayaran premi itulah AJB
Bumiputera 1912 didirikan sampai berkembang dan mengalami kemajuan seperti
sekarang ini. Bedanya dengan bentuk PT dalam bidang asuransi jiwa, pemegang
polis bukan merupakan pemilik perusahaan, tetapi pemegang polis merupakan

tertanggung saja. Mengenai hak dan kewajiban dari pemegang polis disini adalah

™ Pemilik di sini maksudnya adalah pemegang polis merupakan pemberi modal perusahaan
melalui pembayaran premi asuransi. Polis tersebut merupakan bukti bahwa nasabah atau dalam hal
ini pemegang polis ikut serta dalam memajukan dan mengembangkan perusahaan, melalui
wakilnya yang duduk dalam BPA. Sedangkan tertanggung ialah kedudukannya sama dengan yang
diatur dalam bentuk PT pada umumnya. Ingat PT disini ialah PT yang melakukan kegiatan usaha
dalam bidang usaha perasuransian. Diantaranya adalah tertanggung berhak mendapat uang ganti
rugi atau uang pertanggungan jika terjadi kematian atau syarat lainnya yang ditentukan dalam polis
asuransi jiwa.
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sama halnya dengan bentuk usaha bersama. Pada bentuk usaha bersama pemegang
polis mempunyai hak untuk menerima polis asuransi, berhak untuk memperoleh
perlindungan berupa uang santunan atau uang ganti rugi apabila pihak
tertanggung dalam hal ini pemegang polis ataupun ahli waris atau tertunjuk sesuai
dengan ketentuan yang ada dalam polis asuransi mengalami peristiwa tidak pasti
(evenemen) atas jiwanya dapat berupa kecelakaan ataupun kematian. Pemegang
polis juga berhak mendapatkan uang habis kontrak atau uang premi yang
dibayarkan ditambah dengan bunga dan laba yang diperoleh perusahaan asuransi
sebagai penanggung, jika pihak tertanggung dalam hal ini tidak mengalami
kematian atau dalam hal tertanggung masih hidup dalam jangka waktu berlakunya
perjanjian asuransi. Bedanya di dalam bentuk mutual, pemegang polis berhak
untuk memilih dan dipilih dalam hal pemilihan BPA yang merupakan perwujudan
aspirasi dari para pemegang polis asuransi. Sedangkan pada bentuk PT pemegang
polis tidak berhak atas laba perusahaan, hanya saja pemegang polis menerima
uang habis kontrak maupun jika terjadi klaim asuransi sesuai dengan kesepakatan.
Pemegang polis dalam bentuk PT juga tidak berhak mengeluarkan pendapat
dalam Rapat Umum Pemegang Saham. Kecuali pemegang polis tersebut
merangkap juga sebagai pemegang saham perusahaan. Dapat disimpulkan disini
bahwa pemegang polis asuransi pada bentuk mutual kedudukannya sama halnya
dengan pemegang saham pada bentuk PT. Selain itu pemegang polis dalam

bentuk mutual berkedudukan juga sebagai tertanggung.”* Sedangkan kewajiban

™ Dalam bontuk mutual (usaha bersama) pemegang polis berkedudukan sebagai pemilik

calraliomie cohanai tertanomung  Qehagai pemilik nemegang polis herhak mendapatkan laba yang
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dari pmegang polis pada bentuk PT dan bentuk mutual sebagian besar adalah
sama diantaranya kewajiban pemegang polis adalah membayar premi asuransi
5

yang telah disepakati dalam suatu polis,? Memberitahukan keadaan yang

sebenarnya mengenai kesehatannya ataupun keadaan pribadinya.”

3.5. Asas, Tujuan dan Usaha

Dalam Pasal 3 Anggaran Dasar AJB Bumiputera 1912 disebutkan bahwa AJB
Bumiputera 1912 berasaskan Pancasila yang bertujuan untuk mewujudkan
kesejahteraan anggota beserta keluarganya dan ikut serta dalam membangun
bangsa dan negara menuju masyarakat Indoneesia yang adil makmur berdasar
Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, disebutkan pula bahwa AJB
Bumiputera 1912 menyelenggarakan kegiatan asuransi jiwa dalam arti yang
seluas-luasnya, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

Ketentuan diatas merupakan relevansi dari salah satu ciri dari badan hukum itu
sendiri, seperti yang telah dijelaskan dalam Bab II penulisan ini. Bahwa salah satu
ciri dari badan hukum tersebut adalah memliki kepentingan dan tujuan. Karena
tidak mungkin suatu badan hukum didirikan tanpa adanya suatu tujuan dan

kepentingan. Bukan badan hukum jika didirikan tanpa adanya tujuan dan

diperoleh perusahaan sebaliknya jika terjadi kerugian maka pemegang polis juga ikut menggung
kerugian sebatas premi yang ia bayarkan.

* Polis adalah surat perjanjian yang memuat perjanjian asuransi antara pemegang polis
dengan AJB Bumiputera 1912 sebagai pihak penanggung. Polis dalam hal yang dicantumkan pada
Pasal 255 dan 256 KUHD diebutkan bahwa suatu pertanggungan harus dibuat secara tertulis
dengan suatu akta yang disebut dengan polis

" Hal ini disesuaikan dengan jenis asuransinya.
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kepentingan. Kepentingan di dalam hal ini merupakan hak-hak subyektif sebagai
akibat dari peristiwa-peristiwa hukum. Kepentingan yang dimaksud adalah suatu
kepentingan yang dilindungi oleh hukum. Dimana kepentingan tersebut haruslah

sesuai dan tidak melanggar ketentuan yang sudah ada.”’

77 Ali Rido, Op.cit. hal. 52.
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BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

{. Bentuk usaha bersama dibidang asuransi merupakan bentuk usaha yang

berbadan hukum. Hal tersebut dapat dilihat dalam :

a.

Doktrin mengenai badan hukum, yaitu adanya harta kekayaan sendiri,
memiliki organisasi atau organ kepengurusan yang jelas, memiliki
kepentingan dan tujuan, dapat melakukan gugatan dan dapat digugat di

Pengadilan atau dapat melakukan perbuatan hukum.

b. Bentuk usaha bersama asuransi dapat diakui sebagai bentuk badan hukum

karena didasarkan pada analogi dari bentuk badan hukum lainnya di
Indonesia seperti perseroan terbatas, Kkoperasi dan yayasan serta
perkumpulan berbadan hukum. Dalam hal mereka sah dan resmi menjadi
badan hukum jika prosedur pengesahan, pengakuan, pendaftaran dan
pengumuman akta pendiriannya telah dipenuhi.

Sedangkan yang ketiga bentuk usaha bersama asuransi jiwa sebagai bentuk

badan hukum karena diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan.

2. Landasan hukum yang digunakan dalam bentuk usaha bersama asuransi jiwa

Bumiputera 1912 dalam menjalankan perusahaannya adalah sebagai berikut :

a. Uit Het Register der Besluiten Van den Gouverneur Generaal Van

SKRIPSI

Nederlandsch Indie. Berdasar artikel 10 Van Het Koninklijk Besluit Van

28 Maart 1870 Nomor 2 (Stb.1870-642). Sesuai Surat Sekretaris Gubernur
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Jenderal Hindia Belanda tanggal 6 April 1915. yang merupakan akta
pendirian dari AJB Bumiputera 1912 dan diakuinya bentuk usaha bersama
(mutual) sebagai badan hukum oleh pemerintah Hindia Belanda.

Pasal II aturan peralihan UUD 1945

¢. Anggaran Dasar AJB Bumiputera 1912 dan perubahan atas anggaran dasar

dari yang pertama sampai terbaru.

4.2. Saran

1.

SKRIPSI

Perlu adanya peraturan perundang-undangan yang khusus membahas
mengenai bentuk usaha bersama. Sehingga perusahaan yang menggunakan
bentuk usaha bersama memiliki landasan hukum yang kuat dalam
menjalankan usahanya. Mengingat bentuk usaha bersama tersebut
merupakan bentuk badan hukum.

Perlunya standarisasi atau batasan yang jelas mengenai kapan bentuk
usaha dapat diakui sebagai bentuk badan hukum, sehingga dari adanya

batasan tersebut kita mengetahui standarisasi dari badan hukum itu sendiri.
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EXTRACT uit het register der Besluiten
van den Uouverneur-Generaal
van Nederlandsch-Indié.,

BATAVIA 6den April 1915,

Gelezen het rekest, gedagteekend Djokja-
karta 4 Maart 1915 van Mas Ngabel Dwidjo-
'Sewojo, president-commissaris en als zoodanig
ten deze gemachtigde van de vereeniging
»Onderlinge Lesensverzekering maatschappij
Boemi-Poetera” te Magelang (Kedoe), hou-
dende verzoek om erkenning dier vereeniging
als rechtspersoon;

IS GOEDGEVONDEN EN VERSTAAN:

Aan den adressant te kennen te geven,
dat zijn voorschreven verzoek voor inwilli-
ging niet vatbaar is, aangezien de in. zijn
rekest bedoelde vereeniging een Onderlinge
waarborgmaatschappij is, waarop volgens
artikel 10 van het Koninklijk Besluit van 28
Maart 1870 No. 2 (staatsblad No. 64) de
bepalingen aangaande de erkenning van
vereenigingeén als rechtspersoon niet toe-
passelijk zijn, zijnde dergelijke maatschappijen
uit zich zelve reeds bevoegd tot het aangaan
van burgerlijke handelingen. .

Extract dezes zal worden verleend aan
den adressant tot informatie.

Accordeert met voorz. Register:

De Gouvernements Secretaris,
w. g. VALKENBURG,

N. B. Maksoednja besluit tersebaet di atas soeatoe
perkoempoelan Onderling sebagaimana Mij. , Boemi-
Poetera” soedah berhak rechtspersoone—

Directeur,

O.L.Mij Boemi poctera yang berbentuk ' mutual *
diakui scbagai Badan Hukum oleh Pemerintah Hindia Belanda.

95
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ONDERLINGE LEVENSVERZEKERING MIJ
,BOEMI-POETERA”

HOOFDKANTOOR DJOKJAKARTA.

STATUTEN

DAN

HUISHOUDELIUK REGLEMENT
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STATUTEN. -

LAMA,
FATSAL 1.

Perserikatan O. L. Mij ,,Boemi= Poctera” di
diriken boeat 29 tahoen lamanja mocelai pada saloe
hari bocelan Februari seriboe  sembilan ratoes doea
belas.

Di  dalam fatsal - fatsal Statuten jang bertoeroet
ini, maka njatalah perserikatan ini dinamai, ,Maat-
schappy™.

FATSAL 9.

Kalau perdjandjian itoe petjah scbeloem ha-
his waktoe jang lelah didjandjikan tetapi sedikitnja
socdah berlakoe 13 boelan maka verzekerde ltoe ada
hak menerima kembali dari pada premienja jang soe-
dah dibajar setoedjoe dengan jang  terseboetl dalam
Huishoudelijk Reglement,

Adapocen perdjandjian, jang petjah sabeloem ber-
Lakoe L3 boelan, maka ocang premie jang telah diba-
jar djatoeh djadi miliknja Mij.

FATSAL 10,

Maatschappij boleh memindjamkan oeang ke-
pada verzekerde atau kepada orang lain dengan di-
boengakan menoeroet jang tersehoel dalem Huishou-
delijk Reglement.
Djikalau perloe Mij boleh membesarkan modalnja
dengan djalan minta pindjan kepada bank jang besar.
Scebanjiak-banjaknja 2 orng jang buckan verzeker-
de buleh djadi lid Bestuur,

FATSAL 12

Adanja Bestunr terdjadi dari 7 orang jaitoe
seorang Directeur dan 6 orang Commissaris,

Koewadjiban Directenr ja'lah :

1. djad wakilnja Mij boeat di dalam dan di locar
hovkoem

2. mengoeroes pakerdjaan My dan selini Keseliar

4o mendjaga keslimatannja Mip dan mengocroes bi-
iknja bockhouding ;

4. membikin verantwoording wla tiap-tiap pengahi-
san Lithoen

5. |||uug:u1|;k;lt dan kasih berenti pegawei- pegawei
dan  mengatoer pgadjibmja  menoeroet Personcel
Reglement jang ditekopkan olch Bestuur;
Goena melakockan hal<hal jang [l.f:;l.hlll'.“ di bha-
wah ini Directenr haroes dapat |nugf.|k't[nj1 atan
iinnju dari sedikitnja 2 g Commissans.

SKRIPSI
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BAROE.

Perserikatan ini bernama Onderlinge Lovens.
verzekering Maatschappij ,,Bocmi-Poctera®™ dan berke-
doedockan di kotta Djokjakarta,

Kalau perdjandjian itoe petjah atas permin-
taan verzekerde sendiri sabeloem habis  wakloe jany
telah didjandjikan, tetapl sedikitnja soedah berlakio
13 boelan maka verzekerde itoe ada hak  menerimg
kembali dari pada premienja jang soedah dibajar, sc-
toedjoe  dengan jang Icral.!mci dalem  Huishoudelyh
Reglement.

Adapoen perdjandjian jang petjah sabeloem her-
lakoe 13 boelin, maka ocang premic jang telah diba-
jar djatoeh djadic miliknja Mij.

Maatschappij boleh  mendjalankan  oeangnja
dengan maksoed akan mendapal keoentoengan menog-
ract jang tersehoet dalam Huishoudelijk Reglement.

Dijikalau perloe My boleh membesarkan modalng.
dengan djalan minta pindjam kepada bank jacyg besa

Bestuur terdjadi dari scorang Directeur seo-
rang Onder Directenr dan 5 orang  Commissaris
jong ditetapkan oleh algemeene vergadering,

Dircctenr dan Onder Directeur boleh diberhentikim
oleh poetoesan algemeene  vergadering jang  diminta
olelr semova Commissaris  atan separo dar Banjaknis
verevhende,

Commissaris  berhenti tiapt=iap 5 tahoes sckab
i baleh dipilil Tagi.

Sebanjak=banjaknja 2 orang jang bockan verses
kerde baleh djadi hid Bestuur,

Koewadjihan Directeur ja'lal :

L. djadi wakilnja  Mij boeat di dalam dan ai logi
hockocm

2. mengoeroes pakerdjaan Mi dari schari keschan .

Soomendjaga kesalamatanna o My dan o mengovioes
hatknja buckhouding ;

148
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Mij. kepada orang. jang diwadjibkan menerima il
keering itoc, selelah Mij terima socrat-socrat dan ke-
terangan-kelerangannja, ja'niz socral polisnja, kwitan-
tie pembajaran premic jang achic sendiri, soerat ke-
terangan dari dokter dan  kalau perloc djoega dari
kepala onderdistrict hal meninggaluja verzekerde iloc.

Akan tetapi koewadjiban membajar uitkeering teg-
seboct diatas dihapueskan, kalauw matinja verzekerde
itoe sebab: 5

a. hoenoch diri.

b, perhoeatannja orang jang diwadjibkan menerima
uitkeening, dan

c. menoenpgak pembajaran premic boeat lebih dari

3 bockin,

Djikalau ada kedjadian seperti terseboet pada
nocroel . b dan ¢ maka  hesamja  witkeering
sama dengan djoemblalinfa ocang premie jang socdah
diteruma uleh Mij.

FATSAL 14,

Mij  boleh  memindjasizan - oeang kepada
arang-orang jang  hockan  verzererde  dengan lang-
poengan  Jang  kovat, jiitoe djika banjaknja oeang
reserve soedall mendjadi 10,000 keatas.

Adapocn ketentocan (peratocran) lentany memberi
pindjaman kepada orang-orang jang boekan verzekerde
itoe akan diboeat oleh Bestunr dan disjahkan oleh
Algemeence-Vergadering  djikalau coedah sampai wak-
toenja,

FATSAL 17.

Koewadjiban Dircctenr selainnja jang dimak-
cocdhan dalam Statuten  Latsal 12, inoes djocga

. |||ru|.:.'ulu.'|l-.'||||:|Ii dan kalan perdoe  mengocioes
pekerdjuan Agent tentang oceoesan Mij;

boomembert heterangan fang hoprasda Bestiu,
djikalan dipintang.

FATSAL 23

PRestuur menelapkan agest-agent  ditempal-
tempat jang dipandangnja  perloz. Maka koewidji-
ban agent-agent itoe:

a. memoengoel ocang premic doa melakockan oeang
itoe sepetli jang diatoer olelr Bestuurg

L. omemberni Kelerangan alas pestappan dan permin-
taan  adspirant-verzekerde, Destaur dan Admini-
stratcur,

c. membaeat propaganda tentasg

o, menpgerdjakan barang apa 1o
pinta wleh Bestuur kepadinga.

Mij.
ja poela, jang di-
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kepada orang jang diwadjibkan menceriina witkeering
itoe, setelah My trima socral-socrat dan Keterangan-
kelerangannja, jani: soeral polisnja, mwilantic pem-
bajaran premie jang achir sendiri, socral keterangan
dari dokler dan kalau perloe djoega  dari kepala
district atau onderdistrict hal meninggat=ja vereckende
itoe.
Akan tetapi koewadjiban mem!
terseboet dihapoeskan kalaw :
a. sebab bacnoch diri;
b. schab perbocatannja orang jang tow adjibkan me-
nerima uitkeering;
. sehab menoenggak pembajaran pr2uie lebih dan
3 boclan dan
(. scbab mati lantaran bahaja perasg atau iked
erang.
jikalau ada kedjadian seperii rersehuoet patda
hoeroef a, maka besamja  uitkeering sama dengan
djoemblalinja ocang premic jang soed.t diterima olel
My.

far uitkeering

Bocat hocroef ¢ dan ¢ 50% i verzchod
Kapilaal atau  semoed Oewang e - jang soe. 0

terhajar kalaw ini lebih dari 50%, vero.merd hapitaal

Mij boleh memindjamkan ociel sohagai beleg-
ging dengan djalan bypotheek dida. ta-kott
besar, mendirikan  peroesahaan dan o .oabedi aeade
aandeel Mij  jang  Kepertjajaan, e sioel puitat
dangan Begluur.

Kuewadjiban Directenr ¢t © der Digeltew
selainnja pangd dimaksovdkan dalie cd L s
djnepa: 1

e mengamatamati dan o kalan oo mengoer -
pakendjaan Agent ety oer < Mij

Bomenmibon keterangan jang sfoo el ada Bostue,
djikaltin dipintanja.

Directic  menctapkan age:--°
tempat jang dipandang perioe. Makz 2.0 w2

ftoe:
a0 memoenpocl GRang premie oo ok cwatyt
toe seperti jang diatoer olel Lo
I memberi keterangan atas pest. 00 dan e

taan adspirant verzekerde s
c. memboeal progaganda tentans .
J. mengerdjakan barang apa la | ~uela g wli-
pinta oleh Directie kepadans

e
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HUISHOUDELUK REGLEMENT.

—

AMA.

FATSAL 1la

Verzekering Jang socdah berlakoe tidak lebih
dari separonja contract, bolch di minta socpaja di-
oebal, ,
a. Diketjilkan verzekerd kapitaalnja atau dipandjang-
kan conlracinja.
b. Dibesarkan verzekerd kapitaalnia alau dipendek-
kad contractnja.

Verzekerde jang akan membesarkan verzekerd ka-
pitaalnja fehih dueloe haroes diperiksa oleh dokier
jang akan ditoendjoek oleh Al Biaja kewring dipikocl
oleh verzekerde sendiri.

Toenggakan premic dari ocbahan b haroes dibajar

locnas didalam tempo paling lama 2 tahoen.

Ocang pembeli polis baroe dipikoel olel verze-
kerde sendirl.

Beleening atau afkoop polis darl verzekering de-
ngan ochahan a menghitoengnja tetap ambil alasan
dari polis lama.

FATSAL 12

Djikalau seorang verzekerde meninggal doe-
nia sefelah tanggoengannja djiwa berlakoe liga fahoen
dan pembajaran premie: soedah dlelas, maka My ha-
roes membajar uitkeering (ocang langgoengan) dengan
djangkap kepada warisnja atau lain orang Jang diwa-
djibkan menerima uitkeering itoe scbagaimama lerse-
boet dalam socrat polis.

Akan tetapi koewadjiban membajar. uitkeering ter-
scboet di atas dihapoeskan; kalau malinja verzekerde
itoe sebab dari:

a. bocnoch diri,

b. perboeatannja orang jang diwad]ibkan menerima

vitkeering ;

¢. menoenggak pembajaran premie boeat lebih dari

6 boctan. .

. Dijikalau ada kedjadian seperll lerseboet pada
hocroel a, b dan ¢ di atas, atau djikalau verzekerde
meninggal docnia  sebeloem langgocngmm]a djiwa
berlakoe 3 lahoen, maka besarnja uilkeering sama
dengan djocmblahnja -oeang premie Jang soedah dile-
rima oleh My.

FATSAL 12a.
Djikalau scorang verzekerde meninggal doe-
nia selclah membajar premienja Jang pertama dan

harga zegelpolls, maka oeang tanggoengan (ultkee-
ring) Jang terscboet dalam polisnja akan dibajar olch

SKRIPSI
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BAROE.

Verzckering jang socdah lakoe tiztak lehin
darl separonja contract, boleh diminta soepaja diachal
bocat satoe kall sadja.

a. Diketjilkan verzekerd  kapitaalnfa  paling kel

50/, atau dipandjangkan contractnja.

b. Dibesarkan verzekerd kapitaalnja atau dipendekkan

contracinja. . .

Verzckerde jang akan membesarkan  verzekend
kapitaalnja lcbih docloe haroes diperiksa keschatann
olel dokter Jang akan ditoendjock ol My, By
keuring dipikoel oleh verzekerde sendiri.

Toenggakan premie dari ochahan b haroes diba-
Jar loenas didalam tempo paling lama 2 tahoen,

Ocang pembeli polis baroe dipikoel oleh verze-
kerde sendirl,

Beleening atau  atkoop polis dari  vereckering
dengan ocbahan a menghitoengnja tetap ambil aliasan
dari polis lama.

0

Djikalau scorang verzekerde meninggal dugtina
setelah tanpgoengannja djiwa berlakoe 3 tahoen dan
pembajaran premie tidak menoenggak, maka My li-
roes membajar uitkeering (oeang tanggoengan) demzin
djangkap (vol) kepada warisnja atau lain orany jange
diwadjibkan menerima  uitkeering iloe sebagaiminia
terscboet dalam socrat polis.

Akan tetapi koewadjiban membajar uitkcering ter-
schoct di atas dihapoeskan, kalau:
a. matinja verzekerde itoe sebab boenoch diri;
b, . idem schab perbocativanja oy
jang diwadjibkan mencrima uitkeering;
¢. menocggak pembajaran  premic boeat lebhilv davi
6 boelan;
d. sebab dari bahaja perang atau ikoet perang.
Djikalau ada kedjadian scperli tersehaet  pada
hocroel a, ¢ dan d diatas atan djikilan verzekende
meninggal doenia  sebeloem tanggoengannia  djiwa
berlakoe 3 tahoen, maka besarnja  uitkeering sini
dengan djoemblahnja ocang premie jang soedah dite-
rima oleh Mij.

Djikalau scorang verzekerde meninggal doenia
sclelah membajar ocang premienja jang pertama dan
harga zegelpolts, maka ocang langgocngan (uitkeering)
]:ms‘:> terschoet dalam polisnja akan dibajar oleh My
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FATSAL 24,

Boeat socsah pajzhinga, maka agene ttoge akan
terima pengganti kerocgian dard Mij:
a. 3y dari oeang premie jang diterima olehnia pada
tiap-tiap boelan ;
b, 1%s dari verzekerd Xapitaal (ocang tangycengan)
dari verzekerde jang dimasockkannja.

Dari pada oeang pengganti  keroegian terseboet
hocroef b, jang separo akan dibajar kaiaw verzekerde
itoe socdah bajar premienja bocat 3 boelan dan jang
separonja lagi akan diberikan kalan verzekerde itow
socdah bajar premienja bocat 6 boelan.

FATSAL 25.

Biaja pakerdjaan centock Mij jang dikerdja-
kan oleh Bestuur, diptxocl vleh Mij.

Biaja djalan dan mondok lid Bestuur dan admi-
nistraleur ditelapkan sezagai dibawai ini:

Naik spoor klas 2, tram klas jang tertinggi dan
naik kapal klas 1.

Kalau djalan darat 30 cent per pal (Ralau perioe
buleh lebih dari itoe, ictap: havoes menjeralikan kwi-
tantie kepada Bestuur).

Ocang mondok [ 7.50 seliari.

FATSAL 27.

ienghitoengnja keoenioengan pada tiap-tiap
{ahoen demikian :

Semoea kekajaan (vermogen) pada pengabisan
tiap-tiap tahoen dipo: moela-moela  Wiskundige
Reserve, <laloe semoea biaia (wideaven) dan afschri-
vingen dari tahoen itoe. Xetingualarnja iioelah keoes-
toengan kotor (bruto wiist).

Dari ini bruto wins: diambhil poeli  roepa-roepi
reserve jang perloe diadakan dan sisanja djadi ke-
oentoengan  bersih, dibazi sepeiti berikoet.

10 */, oentoek Direzteur, -

5 %, oentoek Administrateur,

20 */o ocntock Connnissaris?,

15 *fo oentock pegavei,

30 */o oentoek Reservefonds,

10 % oentoek Stud:vionds,

S0 %e oentock Ondersteuningsfonds,

Boceat soesal pajahinja, maka agent itoe akar
terima pengzanii keroegian dari Mij
a4 7, dari ecang peemie jang ditrima olelnja pa-
da tiap-tiap bocelan ;
b. | %, dari verzekerd kapitaal dar verzekerde jong
dimasoekkannja.

Dari pada ocang pengganti keroegian  terseboet
hoeroei b, jang sepato akan dibajar Xalau verzekerde
itne soedah bajar premicnja bocat 3 Soclan dan jang
separo lagi akan dibajar kalau verzexuerde itoe soedah
bajar premienja boeat 6 buclan.

Biaja segala pekerdjaan oentoek Mij jang di-
kerdjakan oich Bestuur, dipikoel oleh Mi).
Biaja djalan dan mondok lid Bestuur di tetapkan
sebagai dikawah ini: .
Nak spoor tram dan kapal klas 1. Dengan auto-
mobiel dapat 10 cent boeat tiap-tiap satoe K. M.
Qeany mondok [ 13.+ sehari.

slenghitoengnja keoentoengan pada tiap-tiap
tahoen deisiknn : :

Sewea kekajaan (vermogen) pada tiap-tiap pe-
ngabisa: tahoen dipoteirs moela* Wisvundige Reserve,
laloe semoea biaja dan afschrijvingen dari tahoen itoe

Retinggalannja itoclah keoventuenzzn kotor (brute
wisni).

Dari ini bruto winst diambil pocla roepa-roepa
reserve jang perloe diadakan dan s'sania djadi ke-
oentoengan bersih dibag: seperli bers o

164, ocntoek Direcieur, _

5%, oentock Onder Directeur,

20°, wentock Com:nissaris2, °

257, wentock  pegawei adminisicazic di Hood-

kantoor dan iiliaalZ,

20%, oentoek Reserveionds,

10°,  oentock Studicionds

1re  oentoek Ondersieuningsion.is,
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[indjam ocang poena Mij;

. beli barang-harang jang tetap. (enroerende goe-

. membikin veranlwoording  pada  hap-tiap penga-

bisan tahoun ;

. mengangkal dan kasih berhenli pegawei- pegiwe

dan  mengatoer  gadjihnja menoeroet Personcel
Reglement jang ditetapkan oleh Bestuur.

Goena melakoekan hal-hal jang terscbocet di ba-
walt ini Directeur haroes dapal moclakatnja atau
idinnja dari sedikitja 2 orang Commissaris

Cheli barang-barang g tetap (omocrende o

. membikin atau merombak  roemal jang biaganga

5
deren)
4. membikin ataw merombak roemah jang  biajanja
lebih dari 1 5000,—
0, mendjoeal  atan menggadekan milik  Mij jang
tetap. . G. pindiam ocang goena Mij;
Pekerdjnan Commissarissen jaitoe  mengamat- 7
amati pakerdjaan dan kelakocan Direclenr. deren) ;
8
lebih dari 5000, —
0

. mendjoeal atau menggadekan milik AVj jang tetap

Koewadjiban Ouder Directeur djadi waki'nju Diree-

SKRIPSI

teur goena melakockan semoca pekerdjaan lerseboct

di alas.

Koewadjiban Comaussaris jailoe mengamat-amit
pakerdjaan  dan  kelakoean  Directeur  dan Onde

Dirccteur.
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No. 16 1967

ANGGARAN DASAR JAJASAN-JAJASAN

Tambahan Berita-Negara R. I. tanggal 12/12 -— 1967 No. 99.

ANGGARAN DASAR
ASURANSI DJIWA BERSAMA BUMIPUTERA 1912.

BAB. 1
PERATURAN UMUM.
Pasal 1.
Nama:

1. Usaha ini adalah suatu usaha Asuransi Djiwa Bersama ber-
status badan hukum, jang diselenggarakan dengan nama
A.D.B. Bumiputera 1912 disalin dalam bahasa
Inggris Bumiputera 1912 Mutual Life In-
surance Company dengan disingkat Bumi -
putera.

2. Bumiputera adalah landjutan dari Onderlinge Levens-
verzekerings Maatschappij ,,Boemiputera” (Q.L.Mij) jang
didirikan sedjak tahun 1912. ' -

Pasal 2.
Tempat kedudukan:

1. Bumiputera berkedudukaa di Djakarta, dan djika dianggap
perlu dapat dipindahkan ketempat lain.

2. Bumiputera dapat membuka Tjabang-tjabang maupun Per-
wakilan-perwakilan ditempat jang dipandang perlu.

Pasal 3.

Azas, tudjuan, usaha:

1. Bumiputera berazaskan Pantjasila.
2. Bumiputera bertudjuan mentjapai masjarakat Indonesia
jang adil dan makmnr

Anggaran Dasar baru yang ditetapkan oleh Sidang Majelis Perwakilan Anggota
tanggal 27 - 29 Ol-ctgbcr 1966, dan dinyatakan berlaku mulai tanggal 29 Oktober 1966.
Anggaran Dasar ini disahkan oleh Pemerintah RI pada tanggal 9 Desember 1966.
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3. Bumiputera berusaha menjelenggarakan asuransi djiwa
‘dalam arti kata jang seluas-luasnja. Dalam perdjanql_‘]la.n
asuransi djiwa dapat djuga diterima kewadjiban-kewadjiban
Jang berhubungan dengan peristiwa-peristiwa jang mengenai
diri sesecorang jang terdjadinja tidak tentu dan tidak pula
berhubungan dengan meninggalnja jang tertanggung, atau
tertjapainja usia jang tertentu.

BAB 1II

POLIS DAN PEMEGANG POLIS.
Pasal 4.
Polis:

1. Kepada setiap orang jang mengadakan kontrak asuransi
djiwa dengan Bumiputera diberi satu polis.

2. Djika polis hilang atau rusak, maka atas permintaan peme-
gang-polis dapat dikeluarkan polis pengganti jang sesuai
dengan aslinja, dengan pengeluaran mana polis aslinja tidak
berlaku lagi dan segala urusan selandjutnja akan diseleng-
garakan berdasarkan polis pengganti.

3. Biaja polis pengganti seluruhnja mendjadi tanggungan pe-
megang polis.

Pasal 5.
Polis dengan pembagian surplus:
Bumiputera sebagai usaha asuransi djiwa bersama, hanja
mengeluarkan tarip asuransi dengan hak pembagian atas

surplus tiap-tiap tahunnja, jang polisnja dalam bahasa Inggris
disebut participating policies.

Pasal 6.
Pemegang polis:

Pemegang polis adalah mereka jang mengadakan kontrak
asuransi.djiwa dengan Bumiputera.
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Pasal 7.
Perubahan kontrak:

1. Pemegang polis, dengan permintaan tertulis kepad_a Bumi-
putera, setiap waktu dapat menundjuk pihak lain untuk
menerima uang pertanggungan, ketjuali djika terdapat
ketentuan jang lain. . '

2. Segala matjam perubahan atas permintaan pemegang polis
jang berhubungan dengan kontraknja dengan Bumiputera,
baru berlaku sesudah persetudjuan Bumiputera dinjatakaun

dalam polisnja.
Pasal 8.
Tempat tinggal:

1. Pemegang polis dianggap mempunjai tempat tinggal di-
alamat jang terachir jang disampaikan olehnja kepada
Bumiputera dengan djalan tertulis.

2. Akibat-akibat dari perubahan tempat tinggal jang tidak
disampaikan kepada Bumiputera mendjadi tanggungan pe-
megang polis sepenuhnja.

3. Djika timbul persengketaan antara pemegang polis dan
Bumiputera, maka pemegang polis dianggap memilih tempat
jang tidak berubah (domicili) di Kantor Pusat Bumiputera.

Pasal 9. .

Hak atas pembagian surplus:

Pemegang polis Bumiputera berhak atas pembagian surplus
tiap-tiap tahun, surplus mana untuk pertama kalinja akan di-
perhitungkan pada achir tahun polis kedua.

Pasal 10.

Bebas dari tanggung-djawab:

Pemegang polis bebas dari tanggung-djawab pribadi atas
hutang-hutang Bumiputera.

Pasal 11.
Pemegang polis meninggal dunia:

1. Djika pemegang polis meninggal dunia, maka orang jang
ditundjuk sebagai jang berhak menerima uang pertanggung-
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an (sclandjutnja disebut jang ditundjuk) menggantikan ke-
dudukannja sebagai pemegang polis.

2. Djika terdapat lebih dari satu nama jang ditundjuk, maka
salah satu diantara mereka akan bertindak atas nama lainnja
sebagai pemegang polis.

3. Djika sctelah meninggalnja pemegang polis ternjata tidak
ada jang diturdjuk, atau jang ditundjuk meninggal djuga,
dan tidak terdapat nama lainnja sebagai jang ditundjuk,
maka sitertanggung dianggap sebagai pemegang polis.

Pasal 12.

Berachirnja kedudukan sebagai
pemegang polis:

Kedudukan sebagai pemegang polis berachir, bilamana Bumi-
putera telah memenuhj kewadjibannja menurut hukum dan per-
djandjian terhadap pemegang polis.

BAB 1III
KEANGGAUTAAN BUMIPUTERA.
| Pasal 13.
Keanggotaan Bumiputera:

Anggauta Bumiputera adalah hanja pemegang polis warga-
negara Indonesia jang mempunjai kontrak asuransi djiwa
mengenai djiwanja sendiri dengan Bumiputera. '

Pasal 14.

I(egnggautaan Bumiputera dinjatakan dalam polis.
Polis jang memuat pernjataan itu merupakan tanda anggauta,

BAB 1V
BADAN PERWAKILAN ANGGAUTA.
Pasal 15.
Badan Perwakilan Anggauta:

Bumiputer:a mempunjai Badan Perwakilan Anggauta dising-
kat B.P.A. jang merupakan badan musjawarah tertinggi dan
menentukan garis-garis besar haluan Bumiputera.
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Pasal 16.

Susunan Badan Perwakilan Anggauta:

1. B.P.A. terdiri dari anggauta-anggauta Bumiputera jang
dipilih dari dan mewakili masing-masing unsur pemegsang
polis, unsur buruh, karjawan dan unsur pengurus.

2. Tjara pemilihan anggauta B.P.A. diatur tersendiri didalam’
peraturan pemilihan anggauta untuk B.P.A. jang ditetapkan
oleh pengurus dan disjahkan oleh B.P.A.

Pasal 17.

Hak Anggauta Bumiputera:

1. Tiap anggauta Bumiputera jang polisnja aktip berlaku mem-
punjai hak memilih anggauta B.P.A. dalam tiap pemilihan
B.E.A. '

2. Hanja anggauta Bumiputera jang polisnja berdjalan seku-
rang-kurangnja 3 (tiga) tahun dan mengingat tenggang
waktu, tjalon anggauta B.P.A. jang kontrak asuransinja
belum akan berachir dalam 4 (empat) tahun jang akan
datang, dapat dipilih mendjadi anggauta B.P.A.

3. Anggauta B.P.A. jang oleh karena sesuatu sebab tidak lagi
mendjadi anggauta Bumiputera, dengan sendirinja keang-
gautaannja dalam B.P.A. mendjadi gugur.

Pasal 18.

Masa Keanggautaan Badan Perwakilan
Anggauta:

1. Djabatan anggauta B.P.A., merupakan djabatan kehormatan
dengan tidak mendapat honorarium, sedang masa keanggau-
taannja lamanja 4 (empat) tahun.

2. Setiap 2 (dua) tahun sekali diadakan pemilihan anggauta

baru untuk menggantikan separoh dari‘djumlah anggauta
B.P.A. lama.

3. Anggauta B.P.A. jang telah habis masa keanggautaannja
dalam pemilihan jang baru dapat dipilih kembali.
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Pasal 19.
Anggauta Pengganti/Tambahan:

1. Djika seorang anggauta B.P.A. meninggal dunia atau neng-
undurkan diri, sebelum selesai masa keanggautaannja, maka
untuk mengganti anggauta tersebut, akan ditetapkan peng-
gantinja jang diambilkan dari tjalon-tjalon Jang belum
terpilih dalam pemilihan terachir menurut suara terbanjak
Jang diperoleh mereka masing-masing.

2. Djika tidak terdapat tjalon sebagaimana dimaksud pada
ajat 1, maka bila dianggap perlu oleh pengurus akan diada-
kan pemilihan tambahan.

3. Anggauta B.P.A. baru itu meneruskan masa keanggautaan
dari anggauta lama jang digantinja.

Pasal 20.
Sidang Tahunan:

1. Satu kali setahun diadakan sidang B.P.A., dinamakan Sidang
Tahunan jang antara lain akan membitjarakan:

a. Laporan Pengurus mengenai djalannja perusahaan dalam
tahun jang baru lalu:

b. Penetapan dan pengesjahan neratja dan perhitungan
rugi/laba tahun jang baru lalu (acquite & decharge).

c. Rentjana kerdja dan anggaran belandja perusahaan

~untuk tahun jang akan datang;

d. Lain-lain hal jang dipandang perlu oleh pengurus.

2. Surat undangan kepada para anggauta B.P.A. untuk meng-
hadiri Sidang harus dikirimkan tertulis sekurang-kurangnja
30 (tigapuluh) hari sebelum tanggalnja sidang, dengan
djalan surat tertjatat atau djika keadaan sangat mendesak
dengan kawat 14 (empat belas) hari sebelum sidang, atau
dengan tjara lain jang tertjepat bisa mentjapai para ang-
gauta.

3. Bahan-bahan jang akan dibahas dalam sidang Tahunan
harus sudah terkirim kepada anggauta B.P.A. sekurang-
kurangnja sebulan sebelum tanggal sidang.

4. Sidang Tahunan adalah sjah, djika jang hadir lebih dari
separoh djumlah anggauta B.P.A.
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Pasal 21.

Sidang Luar Biasa:

1. Setiap kali dipandang perlu oleh pengurus dapat diadakan
sidang B.P.A. Luar Biasa dinamakan Sidang Luar Biasa.

2. Sidang luar biasa dapat djuga diadakan atas permintaan
sepertiga dari djumlah anggauta B.P.A.

3. Mereka jang minta diadakannja Sidang Luar Biasa harus.
menjampaikan kepada Pengurus dengan tertulis soal-soal
jang akan diadjukan dalam Sidang Luar Biasa jang mereka
usulkan.

4. Djika satu bulan sesudah diadjukannja permintaan, Pengu-
rus tidak menjelenggarakan sidang jang diminta, maka
mereka jang minta diadakannja sidang, dapat menjeleng-
garakannja sendiri Sidang Luar Biasa.

5. Undangan Kepada para anggauta B.P.A. untuk menghadiri
Sidang Luar Biasa dapat didjalankan dengan djalan surat
tertjatat sekurang-kurangnja 30 (tigapuluh) hari sebelum
tanggalnja sidang, atau djika keadaan sangat mendesak
dengan kawat 14 (empatbelas) hari sebelum sidang atau
dengan tjara lain jang dianggap djalan jang tertjepat.

6. Sidang Luar Biasa adalah sjah, djika dihadiri oleh lebih dari
separoh djumlah anggauta B.P.A.

Pasal 22.
Pimpinan-Sidang:
1. Sidang Tahunan dan Sidang Luar Biasa dipimpin oleh Ketua

Pengurus.

2. Djika ia berhalangan, maka pimpinan Sidang akan dipegang
oleh Direktur Utama, dan kalaupun Direktur Utama djuga
berhalangan oleh salah seorang anggauta Pengurus lainnja.

3. Apabila Pengurus karena sesuatu hal tidak dapat memimpin
sidang, maka sidang akan diketuai oleh seorang dlantara.
hadirin jang ditundjuk oleh Sldang
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Pasal 23.
Hak Anggauta B.PA. :

1. Setiap anggauta B.P.A., mempunjai hak untuk bersuara,
seorang anggauta B.P.A. dapat memberi kuasa kepada orang
lain sesama anggauta B.P.A. untuk mengeluarkan suara/
pendapatnja atas namanja.

Pemberian kuasa lersebut dilakukan setjara tertulis.
Seorang anggauta hanja dapat mewakili satu orang anggauta
lainnja.

o2

Pasal 24.
Keputusan-Keputusan:

1. Segala kcputusan baik dalam sidang tahunan maupun dalam

sidang Luar Biasa diambil berdasarkan hikmah kebidjak-

sanaan permusjawaratan untuk mufakat.

a. Hanja mengcnai diri orang dilakukan pemungutan suara
setjara tertulis.

b. Djika dalam suatu pemungutan suara diperoleh suara
jang sama, maka diadakan ulangan pemungutan suara.

c. Djika didalam pemungutan ulangan ini terdapat suara
jang sama, maka undian jang menentukan.

Pasal 25.
Uang Djalan Anggauta BPA. :

Para anggauta B.P.A. jang menghadiri sidang-sidang B.P.A.
mendapat uang djalan uang sidang. dan uang saku selama di-
adakannja Sidang menurut peraturan-peraturan jang bherlaku
bagi Pengurus.

2

BABR V

PENGURUS. DIREKSI PELAKSANA DAN
DIREKSI PEMBINA,

Pasal 26.

Pengurus:

1. Bumiputera diurus oleh sebuah Pengurus jang terdiri atas
Direksi Pelaksana jang dalam bahasa - Inggris disebut
Managing Directors dan Direksi Pembina jang dalam bahasa
Inggris disebut Outstanding Directors, jang mewakili Bumi-
putera didalam dan diluar pengadilan.
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Dalam pengertian mengurus termasuk pengelolaan kekajaan
Bumiputera dan hal melakukan perbuatan pemilik.

. Rapat Pengurus terdiri atas anggauta Direksi Pelaksana
dan anggauta Direksi Pembina dipimpin oleh Ketua Pengurus
jang djuga mendjabat Ketua dari Direksi Pembina.

Rapat Pengurus menentukan kebidjaksanaan dan ketentuan-
ketentuan pokok pelaksanaan dari garis-garis besar haluan
Bumiputera sebagaimana ditetapkan oleh Sidang B.P.A.

Pasal 27.

Direksi Pelaksana:

Direksi Pelaksana terdiri atas sedikit-dikitnja 3 (tiga) dan
sebanjak-banjaknja 5 (lima) orang anggauta, diantara
mana seorang mendjabat Direktur Utama, jang diangkat dan
diberhentikan oleh B.P.A. untuk masa kerdja jang tidak
ditentukan lamanja.

Sjarat untuk djabatan anggauta Direksi Pelaksana adalah
sebagai herikut:

a. warganegara Indonesia dan diutamakan karjawan
Bumiputera; - 5

b. berpengalaman dan berpengetahuan luas terutama dalam
lapangan asuransi djiwa;

c. sanggup mendjalankan pimpinan dan memperhatikan
kepentingan Bumiputera sepenuhnja,

satu dan lain dengan memperhatikan sepenuhnja peraturan-

peraturan Pemerintah dalam bidang asuransi.

Apabila ada anggauta Direksi Pelaksana oleh karena sesuatu
sebab meletalkkan djabatan atau berhalangan mendjalankan
tugasnja, Pengurus dapat memutuskan diadakannja peng-
isian/penggantian sementara hingga sidang B.P.A. jang
akan datang.

Kepada anggauta Direksi Pelaksana diberikan gadji tiap
bulan, lain-lain emolumentan dan djaminan-djaminan hari
tua jang besarnja ditetapkan oleh Pengurus dalam suatu
peraturan jang disjahkan oleh B.P.A.
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I ~ Pasal 28.

Tugas Dan Kewadjiban
Direksi Pelaksana:

1. Direksi Pelaksana mendjalankan pimpinan harian Bumi-
putera dibawah pimpinan Direktur Utama.
| 2. Pembagian tugas dan tanggung-djawab masing-masing
' anggauta Direksi Pelaksana diatur dalam suatu peraturan
tata-tertib jang disjahkan oleh Pengurus, hal mana tak
perlu dinjatakan kepada pihak luar.
3. Direksi Pclaksana berhak mengikat Bumiputera dengan
| orang lain atau orang lain kepada Bumiputera, akan tetapi
diwadjibkan memperoleh persetudjuan dari Direksi Pembina
dalam hal-hal:

4. memindjam atau memindjamkan uang;
b. mengikat Bumiputera sebagai penanggung;

C. mendirikan bangunan, membeli, mendjual, menjewakan,
menjewa, memberatkan atau dengan tjara lain melepas-

, kan hak atas benda-benda tetap;

d. memperbungakan uang-uang Bumiputera;

jang tjara pelaksanaannja diatur dalam suatu peraturan

jang ditetapkan oleh Pengurus.

Pasal 29.

Direksi Pembina:

1. Direksi Pembina terdiri atas 3 (tiga) atau 5 (lima) anggauta,
| seorang diantaranja mendjabat Ketua.

2. Anggauta Direksi Pembina ditjalonkan, diangkat dan diber-
hentikan oleh B.P.A.

3. Pengangkatan itu berlakuy untuk 5 (lima) tahun lamanja
dan sesudah masa kerdja habis, anggauta Direksi Pembina
meletakkan djabatannja dengan ketentuan dapat dipilih
kembali.

4. Apabila ada anggauta Direlksi Pembina karena sesuatu sebab
berhalangan atau meletakkan djabatannja sebelum berachir-
nja masa djabatan, maka rapat Pengurus dapat menentukan
penggantinja
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Sebagai anggauta Direksi Pembina ia tidak boleh merangkap
djabatan jang berada dibawah kekuasaan Direksi Pelaksana.
Kepada anggauta Direksi Pembina diberi gadji tiap bulan
dan emolumenten lain jang besarnja ditentukan oleh B.P.A.

setelah mendapat bahan-bahan dari Direksi Pelaksana.

Pasal 30.

Tugas Dan Kewadjiban Direksi Pembina:

1.

Direksi Pembina adalah pengawas, pemberi advis, pembim-
bing Direksi Pelaksana dalam mendjalankan tugas kewa-
djibannja sehari-hari, untuk mana anggauta-anggautanja
bersama-sama atau masing-masing pada setiap waktu
berhak memasuki kantor-kantor Bumiputera guna meneliti
buku-buku, surat-surat, barang-barang milik Bumiputera
termasuk uang.

Djika dipandang perlu Direksi Pembina dapat menundjuk
achli-achli guna melaksanakan tugas chusus atas beban
Bumiputera.

Pembagian kerdja Direksi Pembina diatur dalam peraturan
tata-tertib jang ditetapkan oleh Pengurus.

Pasal 31.
Hak Direksi Pembina:

Direksi Pembina dapat memberhentikan anggauta Direksi
Pelaksana untuk sementara waktu, karena alasan-alasan
jang penting. Djika hal itu menimbulkan vacuum dalam pe-
ngurusan, maka Direksi Pelaksana dipegang oleh seorang
atau lebih anggauta Direksi Pembina jang ditundjuk oleh
Direksi Pembina.

Selambat-lambatnja satu bulan sesudah peristiwa itu,
Direksi pembina harus menjelenggarakan Sidang Luar Biasa
untuk memutuskan tentang pemberhentian sementara itu.

Sidang Luar Biasa ini diselenggarakan atas undangan
Direksi Pembina, dalam sidang mana anggauta Direksi
Pelaksana jang tersangkut diberi kesempatan untuk mem-
bela diri, dan achirnja akan diputuskan apakah anggauta
Direksi Pelaksana jang tersangkut terus diberhentikan atau
direhabilitir kembali. ‘
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4. Djika tindakan Direksi Pembina dibenarkan oleh Sidang
Luar Biasa dan anggauta Direksi Pelaksana jang tersang-
kut dipetjat, maka Sidang Luar Biasa itu mengangkat
penggantinja. '

9. Djika Sidang Luar Biasa jang dimaksud tidak diselenggara-
kan oleh Direksi Pembina dalam djangka waktu jang telah
ditentukan, maka keputusan Direksi Pembina mengenai
schorsing anggauta Direksi Pelaksana jang bersangkutan
otomatis mendjadi batal, dan anggauta Direksi Pelaksana
jang dischors kembali memegang djabatan semula.

BAB VI
LAPORAN TAHUNAN.

Pasal 32.
Neratja Dan Perhitungan
Rugi/Laba:
Masa pembukuan Bumiputera berdjalan mulai 1 Djanuari dan
berachir pada 31 Desember tiap-tiap tahun.

Pada achir setiap tahun dibikin Neratja, jang memuat pen-
djelasan kekajaan Bumiputera, dan Perhitungan Rugi/Laba,
jang memberi gambaran djelas mengenai hasil-hasil selama
masa kerdja jang baru lalu.

Pasal 33.
Penetapan Sementara Oleh Pengurus:

Neratja dan perhitungan rugi/laba ditanda-tangani oleh
Direksi Pelaksana dan sebelum 1 Djuni tahun berikutnja diadju-

" kan kepada Direksi Pembina untuk dimintakan penetapan se-

mentara dari Direksi Pembina.

Pasal 34.
Penetapan Oleh Sidang Tahunan:

Sekurang-kurangnja tigapuluh hari sebelum sidang tahunan
menurut pasal 20, neratja dan perhitungan rugi/laba harus di-
sampaikan kepada para anggauta dari B.P.A. untuk memberi
kesempatan kepada anggauta B.P.A. guna memeriksa dan mem-
peladjari bahan-bahan tersebut.
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Penetapan oleh sidang tahunan atag neratja dan perhitungan
rugi/laba memberi pembebasan sepenuhnja kepada Pengurusg
atas tindakannja dalam ttahun jang lalu (acquit & decharge).

BAB VII
PEMBAGIAN RUGI/LABA.

Pasal 33.
Surplus/Laba:

Surplus seperti tersebut dalam neratja dan perhitungan rugi/
laba jang telah disjahkan dalam Sidang Tahunan, dibagi sebazaij
berikut :

80% untuk para pemegang polis
20% untuk dana-dana tjadangan.

Pasal 36.
Dana Djaminan -

Disamping dana tersebut pada Pasal 35, Bumiputera mem-
punjai suatu "dana djaminan” sebagai penambahan djaminan
terhadap kewadjiban Bumiputera kepada para pemegang polis.

Dana djaminan inj didapat darj keuntungan-keuntungan Jang
chusus disediakan oleh Bumiputera untulk ituy.

Pasal 37.
R u'g' 1:
Djika Bumiputera menderita kerugian, maka kerugian tadi
akan ditutup berturut-turut dengan t.jadangan-tjadangan jang

ada; djika masih belum dapat tertutup achirnja akan ditutup
dengan dana djaminan. '

Djika ternjata bahwa dana djaminan tidak djuga dapat me-
nutup kerugian, maka diadakan Sidang luar biasa jang akan
memutuskan apakah Bumiputera akan dilangsungkan berdirinja
atau tidak, dalam hal jang terachir tidak berlaky ketentuan
tersehut dalam Pasa] 41 Djika Bumiputera akan dilangsungkan
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BAB VIII

SURPLUS UNTUK PEMEGANG POLIS.

Pasal 38.
Pembagian Surplus:

Surplus, jang dasar perhitungannja untuk tiap polis ditetap-
kan oleh Pengurus dengan mengingat Pasal 9 tiap-tiap tahun
akan ditambahkan pada uang pertanggungan dari masing-
masing polis.

Pasal 39.

Waktu Pembajaran Surplus:

Djika polis didjual, habis kontraknja atau sitertanggung
meninggal dunia sechingga harga tunainja atau uang pertang-
gungannja harus dibajarkan, maka surplus menurut Pasal 38
harus dibajarkan kepada jang berkepentingan.

BAB IX
PERUBAHAN ANGGARAN DASAR.

Pasal 40.
Sjarat-sjarat:

Segala perobahan dari anggaran dasar hanja dapat dilakukan
berdasarkan keputusan sidang luar biasa jang sengadja diada-
kan untuk keperluan itu.

Sidang ini sekurang-kurangnja harus dihadliri oleh anggauta-
anggauta B.P.A. jang mewakili 3{ suara anggauta B.P.A.

BAB X
PEMBUBARAN.

Pasal 41.
Tjara Pembubaran:

Pembubaran Bumiputema hanja dapat terdjadi atas permin-
taan sekurang-kurangnja separoh dari djumlah anggauta Bumi-
putera. jang mewakili sekurang-kurangnja 5 (separoh) dari
uang pentanggungan Bumiputera dan disetudjui oleh sedikit-
dikitnja ?; dari djumlah anggauta B.P.A.
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BAB VIII

SURPLUS UNTUK PEMEGANG POLIS.
Pasal 38.
Pembagian Surplus:

Surplus, jang dasar perhitungannja untuk tiap polis ditetap-
kan oleh Pengurus dengan mengingat Pasal 9 tiap-tiap tahun
akan ditambahkan pada uang pertanggungan dari masing-
masing polis.

Pasal 39.
Waktu Pembajaran Surplus:

Djika polis didjual, habis kontraknja atau sitertanggung
meninggal dunia sehingga harga tunainja atau uang pertang-
gungannja harus dibajarkan, maka surplus menurut Pasal 38
harus dibajarkan kepada jang berkepentingan.

BAB IX
PERUBAHAN ANGGARAN DASAR.

Pasal 40.
Sjarat-sjarat:

Segala pcrobahan dari anggaran dasar hanja dapat dilakukan
berdasarkan keputusan sidang luar biasa jang sengadja diada-
kan untuk keperluan itu.

Sidang ini sekurang-kurangnja harus dihadliri oleh anggauta-
anggauta B.P.A. jang mewakili 3§ suara anggauta B.P.A.

BAB X
PEMBUBARAN.
Pasal 41.

Tjara Pembubaran:

Pembubarun Bumiputera hanja dapat terdjadi atas permin-
taan’'sekurang-kurangnja separoh dari djumlah anggauta Bumi-
putera. jang mewakili sekurang-kurangnja 4 (separoh) dari
uang pentanggungan Bumiputera dan disetudjui oleh sedikit-
dikitnja ?; dari djumlah anggauta B.P.A.
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Pasal 42.
Djalannja Pembubaran:

Djika Bumiputera dibubarkan, likwidasi akan diselenggarakan
oleh Direksi Pelaksana, sedangkan Sidang luar biasa jang me-
mutuskan pembubaran tersebut, harus djuga memutuskan
bagaimana dan untuk apa sisa lebih dari perhitungan likwidasi
itu akan dipergunakan. .

Pasal 43.
Pengesahan Likwidasi:

Sesudah perhitungan likwidasi ditetapkan oleh Pengurus,
pengesahan mana berarti pembebasan penuh kepada likwidateur,

maka selesailah pembubaran Bumiputera ini.
BAB XI
PERATURAN KEADAAN LUAR BIASA.
Pasal 44.

1. Dalam keadaan luar biasa atau mendesak Pengurus dapat
mengambil tindakan-tindakan atau keputusan-keputusan
jang dalam keadaan biasa seharusnja mendapat persetudjuan
dari B.P.A. terlebih dahulu.

2. Tindakan atau keputusan jang diambil menurut ajat 1 ter-
sebut harus segera diberitahukan kepada anggauta B.P.A.

3. Djika tindakan atau keputusan jang dimaksud dalam ajat 1
ditolak oleh sidang B.P.A., maka tindakan atau keputusan
itu tidak berlaku lagi.

4. Dalam hal penolakan sebagai dimaksud oleh ajat 3, maka
penjelesaian persoalan diserahkan kepada B.P.A.

5. Persetudjuan-persetudjuan/Pengesahan-pengesahan dari tin-
dakan-tindakan Pengurus jang diperlukan dari B.P.A. me-
nurut ajat 1 tersebut, dan/atau keputusan Sidang B.P.A.
menurut Pasal 24, tidak dapat dilakukan disebabkan keada-
an Bumiputera dan/atau keadaan, jang menurut pertim-
bangan Pengurus, tak memungkinkan diadakannja Sidang
B.P.A. biasa/luar biasa, maka segala persetudjuan-persetu-
djuan/pengesahan-pengesahan dan keputusan-keputusan
dimaksud diatas, dapat dilakukan dengan Referendum.
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BAB XII
PERATURAN PERALIHAN.
Pasal 45.

. Segala peraturan-peraturan pelaksanaan jang lama masih
tetap berlaku selama dan sepandjang peraturan-peraturan
tersebut belum ditjabut, dirobah, disesuaikan dan diganti
dengan peraturan-peraturan pelaksanaan baru sesuai dengan
A.D. ini.

. Sebelum diadakannja pemilihan B.P.A. menurut A.D. ini,
maka anggauta-anggauta M.P.A. sekarang dinjatakan se-
bagai anggauta B.P.A. sementana.

Sebelum diadakannja pemilihan Pengurus menurut A.D. ini,
maka Dewan Komisaris dan Direksi menurut A.D. lama di-
njatakan sebagai Pengurus sementara jang masing-masing
bertindak sebagai Direksi Pembina dan Direksi Pelaksana.

BAB XIII
PERATURAN PENUTUP.

Pasal 46.

Hal-hal jang tidak atau belum diatur oleh A.D. ini dapat
diantur sementara oleh Pengurus sambil menunggu penge-
sahan Sidang B.P.A. jang akan datang.

A.D. ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannja oleh
Sidang M.P.A.

. Djakarta, 29 Oktober 1966.
Pengurus A.D.B. Bumiputera 1912.

Direksi Pelaksana,
I K. SUPRAKTO.
Direktur Utama.
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Pada ini hari, Rabu tanggal 18 Oktober 1967 ini

' , A acte ini telah
dxdaft'arkan dalam buI;u register untuk maksud itu jang ber-
ada di Kantor Pengadilan Negeri Djakarta dibawah No. 1782.

Panitera,

Ongkos-on gkos : M .

Pembukuan Rp. 40,50
Upah tulis w o 3=

Rp. 43,50

300

SKRIPSI BENTUK USAHA BERSAMA ASURANSI JIWA... ANDRI WARTONO A.S




IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

ANGGARAN DASAR JAJASAN-JAJASAN

DEPARTEMEN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT PERASURANSIAN

No. : D.A.D/05/66

Lampiran: —

Perihal : Pengesahan Anggaran
Dasar baru.

Djakarta, 9 Desember 1966.

Kf-.;pada

Pengurus A.D.B. BUMIPUTERA. 1912
Djl. H.O.S. Tjokroaminoto No. 85
DJAKARTA.

Berkenaan dengan surat Saudara No. 328 tanggal 24 No-
pember 1966 tentang hal seperti tersebut pada pokok surat ini
dan setelah mempeladjari dengan saksama perumusan Ang-
garan Dasar baru BUMIPUTERA jang dihasilkan oleh Sidang
Madjelis Perwakilan Anggauta BUMIPUTERA tanggal 27 s/d
29 Oktober 1966 di Djakarta, dengan ini kami njatakan bahwa
Anggaran Dasar Baru BUMIPUTERA tersebut diatas adalah
sah dan dapat dipakai sebagai landasan kerdja BUMIPUTERA
dengan tjatatan bahwa nanti Anggaran Dasar ini harus dise-
suaikan dengan ketentuan-ketentuan didalam perundang-
undangan dalam Perasuransian, jang kini sedang dipersiapkan.

Demikian harap mendjadikan maklum.

Kepala Direktorat Perasuransian,
WAHJU B.B.A.

Brig. Djen. Pol.
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'Pada ini ha
didaftarkan d
di Kantor p

ri, Rabu, tanggal 18 Oktober 1967, acte ini telah
alam buku register untuk maksud itu jang berada
engadilan Negeri Djakarta dibawah No. 1782.

Panitera Pengadilan Negeri Istimevra
Djakarta,

(Tak terbatja).

Ongkos-ongkos
Pembukuan Rp. 40
Upah tulis p 3_'2(_)

L S—

Rp. 43,50
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